
 

i 
 

RELASI KUASA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

(Telaah Kritis Terhadap Eksklusi Sosial Masyarakat Di Desa Bragung Guluk-Guluk 

Sumenep dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lintas Sektor) 

 

 

 

 

  

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  

Memproleh Gelar Sarjana Strata 1 

 

 

Oleh: 

 

Shohebul Umam 

NIM: 14250068 

 

Pembimbing: 

 

Muhammad Izzul Haq 

NIP:198108232009011007 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2017 

 

 









 

v 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

Orang yang paling saya cintai, Bapak dan Ibuku (Juni dan Rasinah) serta saudariku 

(Unsiyah), sumber inspirasi dan semangatku, yang selalu memberikan doa-doanya. Ibu 

terimakasih, karena setiap hari engkau selalu mengkhawatirkanku, selalu bertanya apakah 

aku sudah makan atau tidak. terimakasih bapak, karena sudah memberikan pelajaran yang 

tidak pernah kutemukan di sini. 

Kepada saudariku, mbak Uun, cepat pulang. Rindu ini sudah kebak. Nely, terima kasih, 

karena selalu menjadi orang yang selalu mengharapkanku pulang. Dan kepada semua family, 

terimakasih karena sudah memberikan doa tulusnya, Buk Nik dan kak Monahe. Nyai Hafani, 

Mak Marsia, H.Samsul, dan guruku Kyai Dur/Syafi’ie terimakasih, semoga mendapat tempat 

paling indah di sisiNya. 

Kepada kamu ‘Zahra’ terimakasih untuk semuanya, segala kebaikanmu selama pengerjaan 

skripsi ini dan kebaikan lainnya selama di Jogja, semoga mendapat balasan sama besarnya 

dari Allah. dan untuk teman-teman Komunitas Kutub terimakasih, kalian luar biasa. 



 

vi 
 

 

 

 

Motto 

 

“Scripta Manen Verba Volant” 

 



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji selalu peneliti haturkan kepada Allah SWT, 

yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, taufik dan inayah, serta segala keindahan yang 

sudah diberikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan semua kegiatan sehari-

hari dengan baik. Shalawat dan salam, selalu terpancarkan kepada kekasihNya, baginda Nabi 

Muhammad SAW yang telah merobohkan berhala kepalsuan dan menjadi suri tauladan yang 

paling sempurna bagi semua umatnya. 

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa, penulisan skripsi ini dapat berjalan dan 

terealisasi dengan baik dan benar berkat bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya, 

peneliti merasa harus berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Andayani, MSW selaku Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. 

2. Bapak Muhammad Izzul Haq, S. Sos., M.Sc.selaku dosen pembimbing skripsi 

sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan kontribusi 

besar berupa, pencerahan, semangat, keterbukaan dan perhatian yang luar biasa 

selama pengerjaan skripsi ini. 

3. Ibu Arin Mamlaka Kalamika, dosen sekaligus teman luar biasa, yang selalu 

memberikan motivasi untuk terus menjadi lebih baik, dengan diskusi-diskusi 

hangatnya. 

4. Bapak Husni Amriyanto, pengasuh Komunitas Kutub yang selalu memberikan 

pelajaran penting di dalam hidup. 

5. Gus Zainal Arifin Thoha, yang meninggalkan hal paling luar biasa, terimakasih 

karena memberikanku kesempatan untuk meneladanimu meskipun tidak pernah 

bertemu dengan kredo paling masyhurmu “Scribo Ergo Sum, Aku Menulis Maka Aku 

Ada”. 

6. Bapak Darmawan, selaku Staf Prodi yang penyabar. 

7. Untuk Komunitas Kutub, yang telah menempaku dan mengajarkan arti perjuangan 

dan kompetisi. 

8. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah memberikan 

pengalaman berorganisasi. 

9. Kepada Pie-Zara yang selalu membantu megerjakan hal-hal teknis yang tidak bisa 

saya kerjakan, dan suntikan semangatnya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 



 

vii 
 

10. Serta teman-teman satu angkatan di prodi IKS, dan pihak-pihak yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu, terimakasih. 

Pada akhirnya, skripsi yang peneliti geluti ini hanyalah sebatas karya sederhana, yang 

peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta, almamater UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakrta, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS). Semoga skripsi ini tidak hanya 

sebatas pemenuhan tugas akhir, tetapi bermamfaat bagi mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial 

khususnya, dan mampu menjadi sebuah sumbangan pemikiran yang bisa mendorong terhadap 

peningkatan kualitas keilmuan. Semoga dengan hadirnya skripsi ini, dapat mendorong teman-

teman mahasiswa untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik. Akhirnya, peneliti 

memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan, semua itu di luar kendali peneliti. 

 

       Yogyakarta, 7 Mei 2018 

       Peneliti 

 

 

       Shohebul Umam     

       NIM: 14250068 



 

viii 
 

Abstrak 

Shohebul Umam (14250068) “Relasi Kuasa dan Kesejahteraan Sosial: Telaah Kritis 

Terhadap Eksklusi Sosial Masyarakat di Desa Bragung Guluk-Guluk Sumenep dan 

Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lintas Sektor”. Penelitian ini merupakan 

manifestasi kegelisahan peneliti melihat budaya dan dinamika politik lokal desa Bragung. Elit 

politik desa yaitu, Klebun (kepala desa) memainkan strategi relasi kuasa untuk membangun 

kekuasaannya atau mempertahankan kekuasaannya di desa. Politik relasi kuasa yang 

dijalankan oleh tiga rezim di desa Bragung (LF, MH, MJ) pada akhirnya menciptakan 

ketimpangan relasi kuasa yang melahirkan eksklusi sosial di desa Bragung. Eksklusi terhadap 

akses pelayanan-pelayanan desa, akses politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga 

kesejahteraan masyarakat di desa Bragung menjadi sesuatu yang semakin tertangguhkan. 

Oleh sebab itu kemudian, penelitian ini diupayakan mampu memberikan sumbangsih untuk 

membangkitkan nilai-nilai politik yang lebih bersifat humanistik dan demokratis, serta 

mampu menumbuhkan kesadaran dan sikap elit lokal desa terhadap nilai-nilai solidaritas, 

kebersamaan dan gotong royong yang menjadi budaya adiluhung desa Bragung. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif 

dengan pendekatan metode fenomenologi. Yakni upaya untuk mengungkap makna fakta 

dinamika kekuasaan yang berkembang di desa Bragung yang berimplikasi pada kesejahteraan 

sosial masyarakat. 

Hasil dari penelitian ini adalah: ketimpangan relasi kuasa di desa Bragung 

berimplikasi pada terciptanya eksklusi sosial dalam tiga rezim kuasa yang menggerakkan 

politik lokal desa. Eksklusi sosial yang terjadi di desa Bragung relatif berubah-ubah dalam 

setiap rezim. Sampai saaat ini, tidak ada aktor yang bisa menghentikan budaya dan pola 

politik relasi kuasa yang melahirkan eksklusi sosial ini, meskipun itu adalah seorang Kyai 

yang selama ini diyakini sebagai individu yang bisa menciptakan perubahan di dalam 

dinamika sosial karena kemampuannya melalui penguasaan atas ilmu agama dan spritualitas. 

Bahkan Kyai, dalam penelitian ini menunjukkan, keterlibatannya atas terciptanya eksklusi 

sosial. temuan penting lain dalam penelitian ini adalah, tidak selamanya eksklusi sosial 

diciptkan oleh etnis, suku, dan agama, tetapi politik juga bisa mendorong secara massif 

terhadap terciptanya eksklusi sosial. 

Kata kunci: politik, relasi kuasa, ketimpangan relasi kuasa, eksklusi sosial, kesejahteraan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wacana dan ruang publik adalah situs tempat perjuangan kuasa 

digelar serta tempat di mana identitas dan golongan dikonstruksi melalui 

relasi kepentingan. Seperti yang dikatakan Foucault bahwa,  relasi kuasa 

adalah permainan strategis antara pihak-pihak yang merdeka (strategic games 

between ), dalam konsepsi ini, kuasa „menentukan relasi antar mitra‟ dalam 

suatu ensemble tindakan-tindakan
1
. Oleh sebab itu kemudian, kontruksi 

politik terhadap kontestasi cenderung memperlihatkan ritme yang alot bahkan 

tak jarang radikal dan berujung pada konflik—langsung dan tak langsung—

dan disentegrasi sosial dalam berbagai bentuknya, terlebih di mana 

perjuangan kuasa itu terjadi. Budaya dan karakteristik masyarakat memiliki 

dominasi yang demikian kental dalam menentukan budaya dan pola politis 

masyarakatnya. Seperti misalnya, relasi politik masyarakat Madura yang 

demikian menentukan terhadap tingkat dan kondisi kesejahteraan 

masyarakatnya. 

Madura sampai saat ini kita yakini sebagai entitas daerah yang 

memiliki keunikan tradisi dan eksotisme budaya yang begitu kuat. Tanah 

para Blater, demikian orang banyak menyebutnya. Merujuk pada hasil 

penelitian Abdur Rozaki, dilihat secara historis, fenomena Blater dalam 

banyak hal sering kali merujuk pada sosok jago sebagai orang kuat desa, oleh 

                                                           
1
 Yudi Latif,  Intelegensia Muslim Dan Kuasa; Genealogi Intelegensia Muslim 

Indonesia Abad Ke-20 (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm. 37. 
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sebab itu konstruksi tentang keblateran sangat terkait pula dengan jagoanisme 

di dalam masyarakat, ia adalah orang kuat baik secara fisik maupun spiritual
2
. 

Demikian halnya dengan dinamika politiknya. Percaturan politik desa 

berjalan mengikuti pola karakter masyarakat Madura tentunya, bahkan tak 

jarang ketegangan politik yang terjadi di desa acap kali menjadi panggung 

paling tepat bagi Blater untuk mempertontonkan kekuatan, dominasi, kuasa, 

bahkan terkadang melalui kekerasan atau lebih akrab disebut carok oleh 

orang Madura, demi harga diri, relasi kuasa dan dominasi. Politik tidak hanya 

sekadar dilihat sebagai ruang pertarungan kepentingan, tetapi dikhidmati 

sebagai wahana pertaruhan harga diri. 

Pemilihan kepala desa (klebun) di Madura, merupakan gelanggang 

politik yang paling banyak menyeret perhatian semua elemen masyarakat. 

Politik desa memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, karena mereka 

merasa benar-benar terlibat di dalam kerasnya pertarungan kontestasi para 

calon dalam menjaga elektabilitasnya. Bagi orang Madura peristiwa ini tidak 

hanya dimaknai sebagai peristiwa politik, tetapi dipandang pula sebagai 

peristiwa kultural
3
. 

Sebagai peristiwa politik, pemilihan kepala desa (klebun) merupakan 

arena pertarungan bagi para elit politik desa untuk membangun cita-cita dan 

proyeksi meraih kekuasaan politik (struktural) di desa. Dengan menduduki 

kekuasaan politik di desa, jalan untuk menguasai fungsi-fungsi birokrasi di 

                                                           
2
 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater 

Sebagai Rezim Kembar di Madura (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004), hlm. 56-58. 
3
Ibid, hlm. 152. 
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desa sangat terbuka lebar
4
. Seseorang atau pun kelompok, apabila telah 

memiliki akses dominan dan relasi kuasa dengan birokrasi desa, khususnya 

kedekatan politik dengan kepala desa (klebun,), dengan sendirinya memiliki 

banyak peluang dan kemudahan, baik dari sisi politik maupun ekonomi. 

Bahkan dengan posisi politik, seorang klebun dapat memanfaatkan fungsi 

birokrasinya untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebagai dampak dari 

penguasaan akses terhadap birokrasi desa menjadi faktor penting yang sangat 

menentukan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan infrastruktur desa, keterlibatan, akses masyarakat dan 

layanan-layanan sosial lainnya, bahkan kesempatan untuk menyampaikan 

aspirasi menjadi sulit dan rumit jika mereka tidak menjadi bagian dari garis 

relasi kuasa. Fenomena yang paling akut adalah, terpecah-pecahnya 

masyarakat, dimana solidaritas serta harmonisme masyarakat menjadi rusak 

samasekali. Ini merupakan bukti konkrit bahwa, relasi kuasa (politik) menjadi 

instrument yang menentukan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa 

Bragung. 

Pada akhirnya, relasi kuasa dan politik-birokratis desa menciptakan 

eksklusi sosial yang demikian massif dalam setiap rezim. bahkan potensi 

yang paling jauh adalah terciptanya kelompok-kelompok marjinal di 

masyarakat, dimana kesejahteraan sosial mereka menjadi sesuatu yang 

dipertaruhkan dan tertangguhkan. Ekslusi sosial yang terjadi di desa Bragung 

saat ini dapat dilihat di dusun Parebbaan, dimana pembangunan infrastruktur 

                                                           
4
Ibid, hlm. 153. 
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dusun samasekali tidak tersentuh selama rezim kuasa desa yang baru 

memimpin. Bahkan, aparat-aparat desa yang dipilih tidak berdasarkan 

kualifikasi yang transparan, tetapi berdasarkan relasi politik. Kenyataan ini 

berbeda dengan dusun-dusun lain di desa Bragung, semisal dusun Lengkong, 

Angsanah serta dusun-dusun sekitar yang memiliki relasi kuasa dengan 

kepala desa (Klebun), pembangunan infrastruktur, akses terhadap birokrasi 

sangat terbuka. Kenyataan inilah yang terjadi selama hampir lima tahun 

kepala desa MJ memimpin. 

Kondisi sosial yang tengah terjadi di dusun Parebbaan ini berbanding 

terbalik saat ketika kepala desa MH memimpin. Dimana akses, pengerasan 

jalan, dan pembangunan infrastrukutr lainnya berjalan sangat efektif, pun juga 

dengan keterlibatan warga di dalam akses terhadap birokrasi desa. Kondisi 

saat itu ditentukan oleh—sekali lagi—garis relasi kuasa, dimana masyarakat 

dusun Parebbaan didominasi oleh pendukung kekuasaan MH, sementara 

dusun Lengkong, Angsanah (sebagian), Banlapah, juga mengalami kondisi 

yang sama seperti masyarakat masyarakat Parebbaan saat ini. Akses terhadap 

layanan-layanan desa, infrastruktur dan keterlibatan di dalam pemerintahan 

desa samasekali tidak berjalan dengan proporsional pada waktu pemerintahan 

MH. Salah satu kecurangan yang dilakukan oleh MH, dan yang membuatnya 

gugur ketika pemilihan kepala desa terakhir adalah, suplai beras untuk 

masyarakat miskin (raskin) tidak didistribusikan dengan bijak oleh MH dan 

kroninya, dan dijadikan sebagai komoditas politik yang tidak bijak.  
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Sementara pada era kepemimpinannya klebun LF relasi kuasa dan 

dominasi politik juga mengakibatkan eksklusi sosial bagi masyarakat. 

Masyarakat dusun Parebbaan, Banlapah, menjadi korban kuatnya relasi 

politik pada waktu itu. Masyarakat di dua dusun ini tidak mendapatkan 

pelayanan yang maksimal dari kepala desa, khususnya di dalam ranah 

rekrutmen birokrat desa, hanya dikuasai oleh para kroni LF. Sementara 

masyarakat Lengkong Daya atau wilayah Tokur mendapat kesejahteraan yang 

memadai, akses terhadap layanan, pembangunan infrastruktur desa termasuk 

irigasi pengairan dibangun dengan sangat baik. Sementara dusun-dusun yang 

lain, yang tidak berada di bawah garis kuasanya samasekali tidak tersentuh. 

Seperti kata J salah satu masyarakat dusun Parebbaan  

“ LF mon ka engkok jet tak ekataoeh deddih klebun” (LF bagi saya tidak 

terlihat pernah menjadi kepala desa).
5
  

Kata-kata ini menunjukkan bahwa, selama LF menjadi orang nomer 

satu di desa Bragung tidak pernah memberikan kebijakan yang memihak 

kepada dusun yang tidak menjadi pendukungnya, sehingga masyarakat di 

dusun Parebbaan itu merasa asing dan tidak merasa mempunyai kepala desa 

LF, karena kebijakan-kebijakannya tidak populis bagi masyarakat dusun itu. 

Kecenderungan relasi kuasa yang berimplikasi pada eksklusi sosial 

mewarnai tiga rezim kuasa di dalam masyarakat Bragung, dari pemerintahan 

LF, MH hingga MJ relasi kuasa dan dominasi atas politik desa akan 

mengakibatkan eksklusi sosial yang sangat tinggi. Eksklusi sosial terhadap 

                                                           
5
 Wawancara dengan J, Warga dusun Parebba‟an, pada tanggal 29  Oktober 2017. 
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kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki kedekatan 

relasi dengan kepala desa akan berdampak pada kesejahteraan sosial 

masyarakat tentunya. Oleh sebab itulah, pembangunan infrastruktur di desa, 

akses terhadap layanan, perkembangan ekonomi, samasekali tidak pernah 

menunjukkan perkembangan yang signifikan karena dalam setiap rezim 

memilki tendensi yang tidak sama, karena kerasnya politik desa dan relasi 

kuasa yang berujung pada eksklusi sosial dan penghambatan terhadap 

kesejahteraan masyarakat. 

Oleh sebab itu kemudian, masyarakat desa Bragung dalam kurun 

waktu terakhir memutuskan untuk melakukan migrasi, untuk menjadi buruh 

migran tentunya. Ada beberapa daerah tujuan masyarakat desa Bragung 

moyoritas untuk merantau, seperti Bali, Kalimantan, Samarinda, Balikpapan, 

Lombok, dan Jakarta, menjadi wilayah yang dipilih masyarakat untuk 

mencari nafkah. Kemudian untuk wilayah luar negeri, Malaysia, kemudian 

Arab Saudi mejadi negara yang paling dominan menjadi pilihan masyarakat, 

karena masyarakat desa Bragung berpikir dengan pergi ke Arab Saudi mereka 

tidak hanya akan mendapatkan uang yang banyak, akan tetapi lebih banyak 

kesempatan untuk melakukan ibadah haji.  

Kondisi ini sama seperti telaah yang dilakukan oleh Herawati bahwa, 

mata pencaharian sebagai petani kurang mampu memberikan jaminan hidup 

secara layak. Apalagi sebagian besar dari mereka memiliki penguasaan lahan 

yang cukup sempit. Pendapatan dari hasil bertani hanya mampu memenuhi 
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kebutuhan pangan keluarga.
6
  Pada sisi yang sama, kondisi alam dalam waktu 

terakhir tidak mendukung usaha pertanian masyarakat, dimana musim 

kemarau dan musim penghujan tidak lagi menentu dan sangat berpengaruh 

terhadap pertanian masyarakat Bragung. Bahkan, dalam waktu terakhir ada 

banyak lahan yang telah dibiarkan oleh para petani karena sudah tidak 

mendukung dan tidak memberikan keuntungan, oleh sebab itulah kemudian 

banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi buruh migran.
7
 

Dengan demikian, eksklusi sosial yang terjadi dalam setiap rezim 

kuasa di desa Bragung mendorong secara massif lahirnya kelompok-

kelompok underclass yang sebagian menjadi kelompok PMKS (Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial). Kelompok-kelompok yang dikategorikan 

sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Kementrian 

RI ini tidak saja kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan dalam 

wilayah ekonomi saja, akan tetapi juga individu atau kelompok yang 

mengalami pengucilan sosial akibat diskriminasi, stigma dan eksploitasi 

politik.
8
 Sementara, Kyai sebagai aktor penting, yang bisa menciptakan 

dinamka sosial seperti yang dikatan oleh Rozaki, patut untuk dilihat 

eksistensinya lebih jauh.
9
 

 

 

 

                                                           
6
 Nurul Herawati, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran 

Perempuan, (Jurnal PAMATOR vol 3, No 2, tahun 2016), hlm. 3-7. 
7
 Ibid, 4-7 
8
 M. Fadhil Nurdin, Eksklusi Sosial Dan Pembangunan…12 

9
 Ibid, Abd, Rozaki, Menabur Kharisma... 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarakan situasi atau permasalahan yang sudah disebutkan di atas, 

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ketimpangan relasi kuasa di desa 

Bragung dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketimpangan relasi kuasa berdampak pada eksklusi social? 

2. Bagaimana Dampak Eksklusi Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

di Desa Bragung Guluk-Guluk Sumenep? 

C.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui implikasi relasi kuasa di desa Bragung terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Serta sebagai analisis kritis terhadap 

kelompok-kelompok marjinal dan tereklusi secara sosial akibat relasi 

birokrasi di dalam memenuhi kesejahteraanya.  

2. Sebagai upaya elaborasi politik lokal yang menjadi instrumen 

kesejahteraan sosial dan harmoni di dalam ruang sosial masyarakat 

Bragung. Dimana kondisi kesejahteraan sosial seseorang atau kelompok 

tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan material, sosial, dan 

spiritual, tetapi kondisi politik juga memiliki andil yang dominan dalam 

menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.    

Sedangkan kegunaan penelitaina ini dibagi menjadi dua bagian, 

diantaranya: 

 



9 
 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bernilai 

ilmiah dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang keilmuan 

khususnya di dalam ranah makro yang banyak berkelindan dengan 

dimensi-dimensi kebijakan, arus politik yang akan banyak ditangani oleh 

Pekerja Sosial di wilayah makro nantinya. 

2. Secara Praktis 

Upaya penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap praktisi pekerja sosial khususnya pekerja sosial yang 

bergerak di wilayah makro, sehingga dapat memberikan analisis, 

pengambilan kebijakan, serta evaluasi yang legitimatif dan komprehensif 

sehingga dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang baik. 

D. Kajian Pustaka  

Penelitian ini, selain fokus terhadap analisis data yang digali di 

lapangan, peneliti juga melakukan tinjauan dan analisis terhadap hasil 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ada tiga jenis literatur 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu literatur 

tentang relasi kuasa, tentang Madura, dan literatur tentang eksklusi sosial. 

Pertama, literatur tentang relasi kuasa. Penelitian Muhammad Rais 

Alfathoni yang berjudul “Akar Budaya Korupsi di Indonesia: Analisis Relasi 

Kuasa Michael Foucault (Studi Kasus Tradisi Gratifikasi di Desa 
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Pasenggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang)”
10

  penelitian ini 

membahas kejahatan korupsi yang tidak hanya dilihat sebagai fenomena 

kultural tetapi juga memiliki dimensi struktural (relasi birokratis) yang sangat 

penting untuk diselidiki. Literatur tentang relasi kuasa selanjutnya adalah 

penelitian oleh Saifuddin Zuhri dan Nurul Mazidah yang berjudul “Relasi 

Kuasa dalam Peristiwa Mihnah Pada Masa Khalifah Al-Makmun
11

. Dari 

penelusuran kedua peneliti ini menemukan bahwa, kepentingan awal yang 

mendorong Mu‟tazilah untuk menjalin hubungan dekat dengan khalifah Al-

Makmun adalah untuk meluruskan pemahaman aqidah masyarakat awam. 

Karena selama ini aliran Mu‟tazilah diduga kuat sebagai otak di balik 

peristiwa Mihnah pada masa khalifah Al-Makmun , ternyata jika dilihat 

dengan menggunakan perspektif relasi kuasa Michael Foucault bukan sebagai 

dalang intelektual sesungguhnya kata Saifuddin dan Mazidah.
12

 Selanjutnya 

penelitian Krisman Hidayat yang berjudul “Agensi dan Kekuasaan Dalam 

Relasi Kerja Perkebunan Kalikatak Kabupaten Banyuwangi”
13

 bagaimana 

agensi yang terbentuk dari adanya relasi kerja di dalam kekuasaan yang 

berjalan dalam perkebunan Kaliklatak. Krisman Hidayat menunjukkan bahwa 

relasi kerja yang terbangun di dalam perkebunan dipengaruhi oleh kekuasaan 

yang diciptakan oleh pihak perusahaan. Salah satu kebijakan yang dianut dan 

                                                           
 
10

 M Rais Alfathoni,  Akar Budaya Korupsi di Indonesia: Analisis Relasi Kuasa 

Michael Foucault (Studi Kasus Tradisi Gratifikasi di Desa Pasenggrahan Kecamatan 

Kasomalang Kabupaten Subang,  skripsi (Bandung: Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 

Islam Negeri Sunan Gunung Jati, 2009), hlm. 3-8. 
11

 Saifuddin Zuhri dan Nurul Mazidah. Relasi Kuasa dalam Peristiwa Mihnah Pada 

Masa Khalifah Al-Makmun, Jurnal SUHUF, Vol. XVIII, No. 01/Mei 2006: 85-98 
12

 Ibid, 
13

 Krisman Hidayat, Agensi dan Kekuasaan Dalam Relasi Kerja Perkebunan 

Kalikatak Kabupaten Banyuwangi, Skripsi (Jember: jurusan Sosiologi Fakultas lmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2016),hlm. 12. 
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diterapkan oleh pihak perkebunan adalah, kebijakan labour market flexibility  

atau pasar kerja fleksibel. Kebijakan kerja ini ialah, kebijakan yang berintikan 

keleluasaan merekrut dan memecat buruh sesuai dengan situasi usaha untuk 

menghindarkan kerugian.  

Ke dua, literatur yang membahas tentang Madura. penelitian yang 

dilakukan oleh Ardhi Raditya yang berjudul “Politik Keamanan Jagoan 

Madura”
14

. Penelitian ini mengkaji tentang Blater mengakumulasi kekuasaan 

dengan  cara mengelola keamanan masyarakat. Para Blater menciptakan rasa 

takut masyarakat kemudian ditransaksikan secara politik, terutama pada saat 

proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Ardhi melihat blater  secara 

tidak langsung telah menciptakan hubungan struktural fungsional antara 

penguasa dan aparatus keamanan legal kita. Kemudian, penelitian Abdur 

Rozaki yang telah berbentuk buku yang  berjudul “Menabur Kharisma 

Menuai Kuasa”. Rozaki dalam telaahnya, melihat dua aktor vital dalam 

dinamika sosial masyarakat Madura yaitu, aktor kyai dan Blater (jagoan) 

yang memiliki pengaruh sosial sangat kuat di dalam dinamika struktur sosial 

dan politik.
15

 Penelitian tentang Madura yang lain adalah penelitian Latif 

Wiyata yang berjudul “Carok”.
16

 Pada penelitian ini, Wiyata memotret 

budaya carok (konflik kekerasan) sebagai manifestasi dari pembelaan 

terhadap harga diri orang Madura khususnya di kabupaten Bangkalan. Masih 

                                                           
14

 Ardi Radithya,  Politik Keamanan Jagoan Madura, Jurnal Studi Pemerintahan 

Vol.2 No.1 Februari 2011 
15

 Abdur Rozaki, Menabur Kharisma..., hlm. 56. 
16

 Latif  Wiyata, Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura 

(Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. 88-184. 
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dalam penelitian Latif Wiyata yang berjudul “Mencari Madura”
17

. buku ini 

merupakan kumpulan dari tulisan Wiyata yang telah dipublikasikan 

diberbagai lini yang mendiskripsikan secara luas tentang kondisi sosial, 

ekonomi, etos kerja bahkan dinamika politik masyarakat Madura sebagai 

upaya untuk memutus strereotip terhadap orang Madura. 

Ke Tiga, literatur tentang Eksklusi sosial. Literatur tentang eksklusi 

sosial yang pertama adalah, penelitian yang dilakukan oleh Robert M.Z. 

Lawang yang berjudul “Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial di 

Indonesia”.
18

 Dalam penelitian ini Lawang membahas faktor-faktor yang 

mengakibatkan eksklusi sosial, bagi Lawang kemiskinan yang terjadi di 

Indonesia samasekali berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di Barat. Oleh 

sebab itu sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan Lawang dalam hal 

ini mengkomparasikan faktor-faktor eksklusi yang terjadi di Indonesia dan di 

Barat. Hasil kajian awal tentang konsep eksklusi sosial di negara Barat kata 

Lawang, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, kehidupan sosial 

ekonomi politik dikuasai arus utama (mainstream) yang tidak mudah 

dimasuki oleh kelompok sosial tertentu dalam masyarakat paling bawah 

(underclass), sehingga mereka mengalami deprivasi dalam bidang sosial, 

ekonomi dan politik. Dalam bidang sosial hak-haknya diabaikan, sehingga 

menyulitkan dia untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam 

bidang ekonomi ada sistem yang secara langsung atau tidak langsung 

                                                           
17

 Latief  Wiyata, Mencari Madura (Jakarta: Bidik-Phronesis Publishing, 2013), 

hlm. 47-114. 
18

Lawang, M.Z. R. Beberapa Hipotesis Tentang Eksklusi Sosial di Indonesia, Jurnal 

Ilmu Sosial Mamangan, Nomer 11, Volume 1 tahun 2014, hlm. 1-3. 
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menghalangi kelompok sosial tertentu dalam masyarakat untuk mobilitas 

sehingga mereka terperosok ke lapis paling bawah (underclass). Dalam 

bidang politik nampaknya masih ada juga masalah-masalah diskriminasi yang 

terkait ras dan etnik terutama orang kulit hitam dan Asia, yang menyebabkan 

mereka terkucilkan dari peluang untuk berkembang. Kalau ketiga faktor itu 

bekerja sekaligus, dampaknya terhadap eksklusi sosial, kemiskinan dan 

underclass menjadi lebih besar lagi. kemudian, penelitian yang dilakukan 

oleh Rusdi Syahra yang berjudul “Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk 

Memahami Deprivasi dan Kemiskinan”. Dalam penelitian ini Rusdi melihat 

faktor-faktor yang menjadi cikal-bakal terhadap eksklusi sosial khususnya 

dalam ranah deprivasi dan kemiskinan. Namun, dalam kasus Indonesia, yang 

menjadi pertanyaan kata Rusdi adalah kendala-kendala apa saja yang harus 

diatasi sehingga indeks pembangunan manusia itu dapat ditingkatkan menjadi 

lebih baik. Sementara negara lain di Asia, seperti Korea Selatan, yang sama 

terbelakangnya dengan Indonesia pada tahun 1960an, sekarang telah berhasil 

menjadi salah satu negara industri terkemuka di dunia kata Rusdi. Berangkat 

dari fakta-fakta inilah kemudian Rusdi membaca bahwa ada eksklusi yang 

massif terjadi di Indonesia, sehingga deprivasi dan kemiskinan menjadi 

sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan tidak terpecahkan. 

Dengan demikian, dari beberapa penelitian tersebut terlihat jelas letak 

perbedaan masing-masng penelitian. Baik secara objek, metode, tempat 

penelitian, cakupan penelitian maupun pisau analisisnya. Begitu pula dengan 

penelitian ini, lebih menekankan pada ketimpangan relasi kuasa dan 
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dampaknya yaitu, eksklusi sosial, atau dengan kata lain eksklusi sosial yang 

terjadi di Bragung Guluk-Guluk Sumenep karena adanya ketimpangan relasi 

kuasa. Penelitian ini menggunakan pisau analisis relasi kuasa, eksklusi Sosial 

dan kesejahteraan sosial. Instrument analisis ini diasumsikan mampu untuk 

menelaah lebih jauh ketimpangan relasi kuasa dan dampaknya terhadap 

eksklusi sosial, yang cenderung akan melahirkan merjinalisasi, kemiskinan, 

penghambatan terhadap perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat dan 

bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. 

E.   Kerangka Teori 

1. Relasi Kuasa 

Relasi kuasa dalam pandangan Foucault adalah, mengandaikan 

bahwa, relasi antarsubjek tidak berlansung secara seimbang. Relasi kuasa 

merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris di mana subjek yang 

didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau 

menentukan pilihan suatu tindakan
19

. 

Kekuasaan yang benar menurut Foucault, tidak dipahami dalam 

konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu 

mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap Negara, 

atau dalam bahasa lain, kekuasaan bukan mekanisme dominasi sebagai 

bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi 

dengan yang didominasi atau yang powerfull dengan powerless.  

                                                           
19

 M Abdul Mughis, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi 

Politik, Jurnal Sosiologi Masyrakat Vol.18,No 1, Januari 2013), hlm. 90. 



15 
 

Dengan demikian, kekuasaan bukan seperti halnya bentuk 

kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan 

dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau 

kelompok. Demikian menurut Foucault bagaimana kekuasaan harus 

dipahami: 

“power must be understood in the first instance as the multiplicity 

of force relations immanest in the sphere in which they operate and 

which constitute their own orgnanizations; as the process which, 

through ceaceless struggles and confrontations, transform, 

strengthens, or reserves them; as the support which these force 

relations find in one another, thus forming a chain or system, or on 

the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate 

them from one another; and lastly, as the strategy in which they 

take effect, whose general design or institutional crystallization is 

embodied in the state apparatus, in the formulation of the law, in 

tne various social hegemony” ([Foucalt 1990:  92-93) dalam 

Mughis M])
20

. 

Kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang melanggengkan 

relasi kekuatan itu, yang membentuk rantai atau sistem dari relasi itu, 

atau justru yang mengisolasi mereka dari yang lain dari suatu relasi 

kekuatan.  

Oleh sebab itu, Foucault  istilah „kuasa‟ (power) kata Foucault di 

sini menunjuk pada „totalitas struktur tindakan‟ untuk mengarahkan 

tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap 

mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditujukan untuk 

mempengaruhi pilihan mereka.
21

 Foucault lalu membedakan antara relasi 

kuasa menjadi tiga bagian, yaitu:  

                                                           
20

 Ibid., 
21

 Yudi Latif, Intelegensia… hlm. 39. 
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a. Relasi kuasa sebagai „permainan strategis‟ (strategic games between) 

antara pihak-pihak yang merdeka. Kuasa (power) di level ini hanya 

melibatkan pihak-pihak yang memiliki kemeredekaan. Sehingga 

tidak ada dominasi yang dijalankan dalam relasi kuasa ini, murni 

sebagai permainan strategi. Dalam konsepsi ini,kuasa „menentukan 

relasi antar mitra‟ dalam suatu ensemble tindakan-tindakan. 

b.  Relasi kausa sebagai „dominasi‟ (domination). Dominasi adalah 

bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi di 

mana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas.  

Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris 

dimana di dalamnya orang-orang yang tersubordinasi memiliki 

sedikit ruang untuk bermanuver karena „ruang kebebasan mereka 

untuk bertindak sangat terbatas‟ oleh karena efek dari kuasa
22

. 

c. Relasi sebagai bentuk „pemerintahan‟ (goverment). Konsepsi 

pemerintahan terutama berasosiasi dengan konsep tentang 

„memimpin‟, dalam artian mengarahkan atau mengontrol tindakan. 

Konsep ini merujuk pada pelaksanaan kuasa atas pihak lain. Mulai 

dari pelaksaan pemerintahan yang menjalankan dominasi secara 

nyata ataupun yang diwujudkan dalam timbal-balik..
23

 

2. Eksklusi Sosial 

a. Pengertian  

                                                           
22

 Ibid, hlm, 336. 
23

 Edith Kurzweil, Jaringan Kuasa Strukturalisme dari Levi Strauss sampai 

Foucault (Yogyakarta: Kreasi Wacana,2004), hlm. 332-334. 
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Secara sederhana, eksklusi sosial mempunyai makna yang 

sama dengan kemiskinan pendapatan, merujuk pada pekerja yang 

tidak dibayar atau orang yang bekerja dengan pendapatan yang 

rendah
24

. Namun dalam konteks yang lebih luas, eksklusi sosial 

dapat didefinisikan sebagai proses menghalangi atau menghambat 

indvidu, keluarga, dan kelompok dan sumber daya yang dibutuhkan 

untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya 

di dalam sebuah ritual sosial yang utuh. 

Proses ini merupakan satu konsekuensi logis dari kemiskinan, 

dan penghasilan yang rendah. Tetapi juga bisa berakar dari faktor 

yang lain, seperti diskriminasi, minoritas, pendidikan yang rendah, 

merosotnya kualitas lingkungan, pun juga dengan konstruksi politik, 

juga memiliki potensi sebagai arus yang dapat melahirkan eksklusi 

sosial. Oleh sebab itulah dalam telaah yang dilakukan oleh Pierson, 

melalui proses inilah individu atau kelompok masyarakat untuk 

beberapa periode waktu kehidupan terputus dari layanan, jejaring 

sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati sebagian 

besar masyarakat
25

. 

Setidaknya ada lima kekuatan yang mendorong terjadinya 

proses eksklusi sosial yaitu: (1) kemiskinan dan penghasilan rendah; 

(2) tidak adanya akses ke pasar kerja; (3) tidak adanya support  atau 

                                                           
24

 Andre S Utama dkk, “Review”Social Exclusion: a Concept in Need of Difinition. 

Robin Peace, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2 No.1 Februari 2011 
25

 Jhon Pierson, Tackling Social Exclusion (Lodon and New York: Routlage, 2002), 

hlm. 135. 
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dukungan dari jejaring sosial; (4) efek dari kawasan dan lingkungan 

sekitar (neighbourhood); (5) terputus dari layanan.
26

 

Wacana tentang eksklusi sosial dalam perjalanannya tidak 

bisa dilepaskan dari dinamika sejarah dan kondisi Prancis pada tahun 

1970-an. Rene Lenoir, sekretaris negara untuk urusan aksi sosial 

pada pemerintahan Prancis tahun itu mungkin tidakpernah 

membayangkan bahwa keprihatinannya terhadap marjinalisasi yang 

dialami beberapa kelompok masyarakat dari arus utama 

(mainstream) kehidupan bangsa Prancis, mampu membuka ghirah 

dan khazanah pemikiran para pemerhati sosial dalam melihat—

bukan masalah kemiskinan sebagai kondisi sosial—tetapi faktor-

faktor yang memberi kontribusi terhadap proses terjadinya deprivasi 

dan kemiskinan. 

Jadi dapat dikatakan konsep eksklusi sosial Lenoir menjadi 

sebuah paradigma yang memberikan karangka berpikir lebih 

komprehensif untuk memahami deprivasi dan kemiskinan pada 

banyak kelompok dalam masyarakat Sebagai sebuah payung besar, 

untuk memahami masalah ini, konsep eksklusi sosial memang bisa 

mencakup semua elemen masyarakat yang mengalami deprivasi. 

Lenoir sendiri menyatakan bahwa satu diantara sepuluh orang 

Prancis (un Francais sur dix) mengalami eksklusi sosial.
27

  

                                                           
26

 Ibid., 
27

 Rusydi Syahra, Eksklusi Sosial: Perspektif Baru  Untuk Memahami Deprivasi dan 

Kemiskinan, Jurnal Masyarakat dan Budaya, edisi khusus, tahun 2010, hlm. 5-7. 
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Dalam kelompok ini termasuk orang-orang cacat fisik dan 

mental, orang-orang yang berkeinginan bunuh diri, orang tua jompo, 

anak-anak salah perlakuan (abused), pengguna narkoba, keluarga 

bermasalah, kaum marjinal, serta orang-orang lainnya yang tidak 

diterima dalam pergaulan masyarakat yang normal
28

. Jadi secara 

sederhana, memahami eksklusi sosial sesederhana seperti deskripsi 

perdana menteri Inggris Tonny Blair yang juga telah menggunakan 

konsep eksklusi sosial dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi 

deprivasi di dalam masyarakat Inggris pada tahun 1997 bahwa 

eksklusi sosial “secara luas mencakup orang-orang yang tidak 

memiliki kemampuan, baik materil maupun moril untuk 

berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan 

kultural”. 

Jadi pada dasarnya, konsep eksklusi sosial bersifat 

multidimensional. Ketika pertamakali diperkenalkan Lenoir, ia 

hanya menjadi kacamata untuk melihat ketimpangan dalam 

masyarakat Perancis, dimana banyak kelompok yang termarjinalisasi 

dan kondisi kehidupan mereka tidak mendapat perhatian karena 

solidaritas yang menjadi salah satu ciri budaya bangsa Perancis telah 

mengalami erosi. Tetapi ketika diadopsi oleh negara-negara Eropa 

Barat dan Amerika konsep eksklusi sosial mengalami perluasan 

                                                           
28

 Ibid., 
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makna, diberi interpretasi sesuai kondisi ekonomi,sosial, dan kultural 

dari masing-masing negara
29

. 

Eksklusi sosial yang terjadi ini menjadi hipotesis baru bahwa, 

tidak selamanya eksklusi sosial selalu didorong oleh etnis, dan 

agama, kultural yang minoritas seperti yang dikatakan oleh Lugina 

Setyawati bahwa, Inter-relasi antara etnisitas dan eksklusi sosial 

merupakan konsekuensi dari konsepsi etnisitas yang berkaitan 

dengan pembahasan mengenai „kami‟ dan „mereka‟ dimana batas-

batas kelompok dibangun. Melalui atribut dan simbol yang menjadi 

identitas dan „penanda‟ bagi kelompok, maka proses mengeksklusi 

dan mensubordinasi „mereka‟ yang bukan anggota „kami‟ 

berlangsung.
30

 

Kelompok-kelompok sosial yang retak akibat dari 

kerasnya pertarungan politik desa di Bragung menjadi sebuah cermin 

bahwa, eksklusi sosial dimainkan sebagai politics of collective 

boundaries‟ yang melibatkan proses kontestasi dan negosiasi.
31

 

„Politics of collective boundaries‟ ditujukan sebagai upaya 

mempromosikan dan melanggengkan posisi kelompok untuk 

mengakses kekuasaan (negara dan civil society). Dipilihnya para 

Apel dengan segala keuntungan akumulasi fasilitas-fasilitas dan 

akses terhadap birokrasi desa, dengan secara sepihak tanpa 
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30

 Lugina Setyawati, Keberagaman dan Eksklusi Sosial: Simbol Identitas dalam 

Ruang public, (Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, Tahun 2010), hlm. 120  
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transparansi dan demokrasi dalam setiap rezim kuasa di desa 

Bragung menjadi sebuah contoh bahwa, kelompok-kelompok sosial 

di masyarakat—dalam kajian Lugina adalah Etnisitas—digerakkan 

sebagai politic of boundaries, dimana promosi dan niat 

melanggengkan kekuasaan di dalamnya menggumpal dengan keras. 

Akhirnya, simpul-simpul relasi sosial menjadi kusut. 

Seperti banyak telah disampaikan oleh beberapa sosiolog 

seperti Beall dan Piron dalam Fadhil Nurdin ketika mengulas tentang 

eksklusi sosial dan pembangunan mengatakan bahwa, Social 

Exclusion merupakan proses peminggiran sosial terhadap beberapa 

kelompok yang didiskriminasikan atas dasar etnis, ras, agama, 

orientasi seksual, kasta, keturunan, gender, usia, kecacatan, HIV, 

migran atau berdasarkan lokasi dimana mereka tinggal.
32

 Akan 

tetapi pada kenyataannya, dalam diskursus tentang desa Bragung ini, 

ternyata politik juga memberikan andil besar untuk menciptakan 

eksklusi sosial, dimana pada akhirnya peminggiran dan diskriminasi 

yang digerakkan secara massif oleh pihak-pihak birokratis desa 

Bragung akan melahirkan kelompok-kelompok Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam setiap rezim yang berlangsung. 

Jadi pada dasarnya, eksklusi sosial seperti yang dikatakan 

oleh Beall dan Piron dalam Fadhil Nurdin merupakan sebuah proses 
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dinamis yang bertendensi kepada hubungan sosial dan institusi yang 

menghalangi pencapaian kebutuhan hidup, pembangunan manusia 

dan hak-hak yang sama sebagai warga. Hal ihwal ini mewujudkan 

kemiskinan dan ketidakadilan, serta membatasi peranan sosial di 

masyarakat. Eksklusi sosial sebagai suatu proses yang dinamis diatur 

oleh hubungan sosial (relasi kuasa) dan iklim politik serta akses 

kedalam organisasi dan institusi kekuasaan.
33

  

Eksklusi sosial ini menjadi seperti apa yang dikatakan oleh 

Silver yakni, lahirnya pengelompokan masyarakat menjadi dua 

kelompok yang tidak bersifat permanen. Pertama, kelompok yang 

menganggap diri sebagai orang-orang dalam (insider), yakni mereka 

dengan segala kekuasaan yang dimiliki bisa menguasai berbagai 

sumberdaya, dan bisa mengeksklusi individu dan kelompok lain 

(outsiders). Ke dua, kelompok orang-orang yang tereksklusi, yang 

merasa terdeprivasi karena merasa tidak ikut menikmati peluang dan 

keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan yang mereka anggap 

juga berhak mendapatkannya. Akan tetapi ketika terjadi perubahan 

sosial, politik dan ekonomi yang mampu  menggoyang  kemapanan, 

kelompok  pertama yang bersifat eksklusif  ini bisa ditembus. 

Sebagian orang yang sebelumnya tereksklusi bisa masuk ke dalam 

kelompok-kelompok eksklusif yang sudah ada, atau membentuk 

kelompok eksklusif baru dengan mengeksklusikan orang-orang yang 
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sebelumnya beda dalam kelompok yang sama, terutama apabila 

sumberdaya yang diperebutkan langka
34

.  

Selanjutnya untuk mengetahui bentuk-bentuk eksklusi, masih 

dalam telaah yang Rodger gali dalam Rusydi, bentuk-bentuk 

eksklusi dibagi menjadi enam bidang kehidupan dari mana individu 

atau kelompok tereksklusi, sebagai yaitu: (1) eksklusi dari barang 

dan jasa; (2) eksklusi dari lahan; (3) eksklusi dari pasar kerja; (4) 

eksklusi dari rasa aman; (5) eksklusi dari hak asasi; (6) eksklusi dari 

strategi pembangunan ekonomi. 

3. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang sangat diidamkan 

oleh setiap orang, baik itu dilevel individu, kelompok atau bahkan dalam 

ranah yang lebih luas yaitu, level makro. Sehingga setiap individu, 

kelompok dan masyarakat akan berusaha untuk mencapai kesejahteraan.  

Ada enam aspek penting dalam mendefinisikan kesejahteraan 

menurut Tony Fitzpetrick
35

 yaitu:  

1) kebahagiaan, bahagia dapat diperoleh individu melalui perasaan 

senang. Perasaan senang yang diperoleh individu itu bermacam-

macam dapat dinilai dari individu yang merasakannya secara 

subjektif.  

2)  Jaminan, yakni menyangkut pendapatan, pekerjaan, dan perumahan. 

Jaminan merupakan suatu sistem  yang dapat mencegah seseorang 
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dari kerentanan (insecurity) dalam kehidupannya. Jaminan dapat 

diterapkan pada tingkat individu maupun masyarakat oleh pihak 

yang berwenang, dalam konteks ini adalah pemerintah desa.  

3) Pilihan, terkait dengan kesempatan sosial (social opportunity) yang 

dapat diraih di dalam kehidupan. Semakin banyak pilihan yang 

dimiliki maka seseorang itu semakin mendekati kesejahteraan. 

Pilihan tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga pada aspek 

sosial dan politik. Menurut Amartya Sen
36

  pilihan sebagai bagian 

dari social opportunity yang merupakan pilar penting menuju 

kemerdekaan (freedoms). Kemerdekaan tersebut terdiri dari: 

kemerdekaan politik, terpenuhinya fasilitas ekonomi, kesempatan 

sosial, jaminan transparansi.  

4) Kebutuhan, dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu, kebutuhan dasar, 

kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Kebutuhan dasar meliputi 

makanan dan pakaian dann tempat tinggal. Kebutuhan sekunder 

meliputi pendidakan, rekreasi dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan 

tersier adalah kebutuhan setelah dua kebutuhan lainnya terpenuhi 

seperti mobil, handphone, komputer dan lainnya. Melalui 

pemunuhan level tiga kebutuhan ini, individu atau kelompok dapat 

dikategorikan sejahtera atau tidak.  

                                                           
36
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5) kelayakan (desert), hal ini dimaknai sebagai kelayakan bagi individu 

untuk menerima hadiah atau hukuman sebagai konsekuensi tindakan 

sosialnya.  

6) Perbandingan relatif diartikan sebagai, kesejahteraan bukan kondisi 

yang absolut, melainkan ada nilai relativitas di dalamnya. Hal ini 

bisa dilihat dari cara induvidu atau kelompok mendefinisikan 

kesejahteraan bagi diri sendiri terkait dengan pengalaman masing-

masing individu. Bagi individu yang pernah atau sedang menikmati 

fasilitas kehidupan dari pemerintah (Desa) akan memiliki batas 

kesejahteraan minimal yang berbeda dengan individu yang tidak 

menerima fasilitas itu. 

Jadi pada dasarnya, merujuk pada Undang-Undang Nomer 11 

tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial bahwa, kondisi sejahtera itu 

meliputi tiga aspek yaitu, aspek spiritual, material dan sosial. Dengan 

terpenuhinya tiga aspek kesejahteraan ini akan tercipta suatu kondisi yang 

disebut sebagai social order (keteraturan sosial). 

F. Metode penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menitikberatkan pada riset kualitatif. Riset kualitatif. 

Pada riset ini saya menggunakan perspektif kritis
37

, yakni mencoba 

menjelaskan atau mengungkap makna fenomena yang terjadi dengan 

pandangan dan nilai-nilai peneliti terhadap fakta atau fenomena tersebut 
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dengan menggunakan teori-teori kritis. Oleh karena itu dalam 

pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik sebagaimana diurai 

dalam bagian di bawah ini. 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi
38

. 

a. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  foto, sementara untuk dokumen desa dalam tiga rezim ini, 

kami tidak dapat mengaksesnya karena tidak mendapatkan izin dari 

pihak terkait. 

b. Melakukan observasi terhadap sasaran penelitian dengan sangat 

dekat, sehingga kami bisa mengambil data yang akurat dan sangat 

detail dari tiga rezim ini. 

c. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara ini dengan pendekatan 

in-depth interview, sehingga data yang kami peroleh lebih terpercaya 

dan bisa direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Desa Bragung kecamatan Guluk-Guluk, 

Sumenep Madura. Desa Bragung dipilih sebagai lokasi penelitian karena 

ketimpangan relasi kuasa akibat kerasnya politik desa, yang berimplikasi 

pada kesejahtraan masyarakat, dan  eksklusi sosial masyarakat desa 

Bragung adalah bentuknya. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 
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Subyek penelitian ini secara umum adalah semua masyarakat 

Bragung, dan secara khusus adalah lingkaran orang-orang yang 

tereksklusi sosial. Sehingga dengan demikian penelitian ini dapat 

memotret permasalahan dengan detile dan komprehensif. Menurut 

Moleong subyek penelitian adalah orang yang bisa dimanfaatkan dalam 

suatu penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar dari suatu penelitian
39

.  

Teknik penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik 

purposive, yaitu memilih subyek berdasarkan ciri tertentu yang sudah 

diketahui sebelumnya untuk mencapai tujuan penelitian yang 

komprehensif.
40

 Maksud dari purposive yaitu, memilih dengan sengaja 

subyek yang akan diwawancarai. Oleh sebab itulah, yang menjadi subyek 

dalam penelitian ini adalah, kepala desa, aparat desa, masyarakat yang 

tereksklusi, tokoh masyarakat, tokoh agama. 

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang hendak diteliti
41

. 

Obyek dari penelitian ini yaitu, ketimpangan relasi kuasa yang 

berdampak pada eksklusi sosial masyarakat dan implikasinya terhadap 

kesejahteraan sosial di desa Bragung, Guluk-Guluk Sumenep Madura. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data secara sederhana adalah, mengatur secara sistematis 

bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan 
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menghasilakan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru.
42

 

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, 

reduksi data, dimana data yang diperoleh oleh peneliti baik melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi disimpulkan melalui interpretasi 

peneliti yang dikelompokkan menjadi beberapa bentuk data. Ke dua, 

memverifikasi data,yakni data dikelompokkan sesuai dengan kategori 

masing-masing pembahasan. Setelah itu data yang dikelompokkan dapat 

disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Triangulasi, yaitu teknik pemerikasaan keabasahan data yang bermamfaat 

dan yang tidak bermamfaat. Jadi, dengan teknik triangulasi data ini 

peneliti dapat memeriksa keabsahan data dengan berbagai sumber, 

metode, atau teori. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mengajukan berbagai pertanyaan 

b. Mengecek dengan berbagai sumber data 

c. Pemeriksaan dengan peneliti yang lain melalui diskusi. 

Maka dari itu, dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan 

dengan cara peneliti membandingkan hasil temuan wawancara yang telah 

dilakukan kepada pihak yang terkait yang telah ditentukan dengan hasil 

observasi di lapangan, serta melakukan klarifikasi terhadap beberapa 

informasi. 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah, gambaran singkat mengenai 

keseluruhan hasil penelitian yang akan dilakukan. Sistematika ini dibuat 

untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman terhadap penelitian. 

Sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut: 

 Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penegasan 

judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 Bab ke dua adalah, gambaran umum tentang desa dan masyarakat 

Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura, serta aktifitas sosial-politiknya. 

 Bab ke tiga, membahas tentang persoalan yang terjadi di desa 

Bragung berdasarkan data yang telah diperoleh dari lapangan yaitu, tentang 

ketimpangan relasi kuasa, eksklusi sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat 

Bragung. 

 Bab ke empat, merupakan bagian penutup  yang berisi kesimpulan 

dari semua uraian yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya dan saran 

untuk mengentaskan masalah yang dihadapi oleh masyrakat Bragung. 

 Bagian akhir dari penelitian ini adalah, memuat tentang daftar pustaka 

dan lampiran yang digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

 



BAB II 

DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Kondisi Geografis 

Penelitian ini dilakukan di desa Bragung dengan pertimbangan lokasi, 

dimana dinamika politik desa memiliki impek yang sangat besar terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Eksklusi sosial, peminggiran terhadap kelompok-

kelompok tertentu, penutupan akses layanan dan pembangunan infrastruktur 

berdasarkan golongan politik menjadi sesuatu yang selalu berkembang 

menuju ketegangan sosial di masyarakat yang semakin kuat dan terpecah-

pecah dari waktu ke waktu karena alasan politik. Meski demikian, desa 

Bragung adalah desa yang bisa dikategorikan subur dibandingkan dengan 

desa lain di sekitarnya seperti desa Prancak. Desa Bragung sangat cocok 

untuk pertanian, industri kecil (rumah tangga), atau pun perdagangan.  

Desa Bragung adalah salah satu desa di kecamatan Guluk-Guluk 

kabupaten Sumenep Madura. Letak wilayah desa Bragung berada di atas 

tanah yang relatif datar. Umumnya desa Bragung memiliki batas-batas 

wilayah sebagai berikut; Sebelah selatan berbatasan dengan desa Guluk-

Guluk, sebelah Timur berbatasan dengan desa Penanggungan, sebelah Utara 

berbatasan dengan desa Prancak, sebelah Barat berbatasan dengan desa 

Tambukoh.
1
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Tabel.1 

BATAS WILAYAH DESA BRAGUNG 

NO BATAS DESA KECAMATAN 

01 Sebelah selatan Guluk-guluk Guluk-guluk 

02 Sebelah utara Prancak Pasongsongan 

03 Sebelah barat Tambukoh Guluk-guluk 

04 Sebelah timur Pananggungan Ganding  

 Sumber data: Monografi desa Bragung 

Gambar 1 

PETA DESA BRAGUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masyarakat Bragung merupakan masyarakat agraris. Kurang lebih 

sembilan puluh persen penduduknya hidup terpencar-pencar di perumahan 

petani. Desa ini memiliki luas wilayah 1.006.538 ha. Areal yang paling luas 
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adalah tanah sawah tadah hujan 685.445 ha, yang selalu dapat di tanami 

tanaman padi pada musim penghujan. Selain tanah sawah tadah hujan yang 

merupakan milik warga, tanah kas desa (Catoh) 66. 550 ha. juga merupakan 

tanah sawah yang dapat ditanami padi, dimana tanah kas desa tersebut untuk 

Catoh para perangkat desa, dari Kepala desa sampai RT dan RW. Tanah 

pekarangan dan bangunan 237.790 ha. Tanah tegalan 9.000 ha. Sungai, jalan 

dan kuburan 7.010 ha. dan Hutan 7.43 ha.
2
  

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah Sumenep, di desa Bragung 

pernah berdiri kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Bragung,
3
 yang populer 

karena keberanian dan kemampuan spiritualnya (kesaktian) dengan senjata 

yang sampai saat ini masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat yaitu, 

calok kodik atau clurit yang memiliki beberapa mata. Menurut beberapa 

keterangan warga, calok kodik—yang berad di dusun Parebba‘an—atau clurit 

bermata ini tidak bisa dipindahkan dari tanah Bragung, akan selalu ada 

musibah yang menghalangi dan menimpa orang yang berusaha memindahkan 

pusaka ini, seperti keterangan warga dusun Parebba‘an  

―petugas se deteng deri Sumenep, se ngibe’eh calok kodik sakek tabuk ataean 

tak ngagek kaloar deri pakarangan” 

 (petugas yang datang dari Sumenep, yang akan membawa clurit sakit perut 

buang-buang air besar ketika keluar beranjak keluar dari pekarangan).
4
  

Memang pada satu kesempatan dulu ada upaya dari pemerintah 

kabupaten Sumenep untuk memindahkan calok kodik ke Sumenep untuk 
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3
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ditempatkan di kerajaan Sumenep sebagai salah satu peninggalan sejarah 

Sumenep, akan tetapi upaya itu tidak berhasil sampai saat ini. 

B. Kondisi Demografis 

Berdasarkan catatan kantor desa Bragung bahwa jumlah penduduk 

desa Bragung sebanyak 7.876 Jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin laki-

laki sebanyak 3.686 jiwa dan perempuan sebanyak 4.190 jiwa. Dari jumlah 

penduduk sebanyak 7.876 jiwa itu, penduduk desa Bragung terdiri dari 4.537 

kepala keluarga.
5
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihar dalam tabel berikut ini: 

Tabel.2 

KONDISI MASYARAKAT DESA BRAGUNG 

MENURUT GOLONGAN USIA DAN JENIS KELAMIN 2016 

NO 

GOLONGAN 

UMUR 

Jenis Kelamin  

Laki-laki  Perempuan  Jumlah  

01 00 bulan – 12 bulan  234 286 520 

02 13 bulan – 04 tahun 222 327 549 

03 05 tahun – 12 tahun  610  

 

687  

 

1.297  

 

04 13 tahun – 18 tahun  556  

 

572  

 

1.128  

 

05 19 tahun – 35 tahun  631  614   

 

1. 245  

06 36 tahun – 50 tahun  519  509  1. 028  
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07 51 tahun – 75 tahun  687  

 

723  

 

1. 410  

 

08 Di atas 75 tahun  185 217 402 

Jumlah 3.644 3.935 1.937 

Sumber data: Monografis desa Bragung 

C. Mata Pencaharian dan Kondisi Ekonomi 

Persoalan ekononomi menjadi masalah yang hampir terjadi dalam 

setiap generasi manusia. Persoalan ini menjadi salah satu barometer kondisi 

kesejahteraan suatu masyarakat. Oleh sebab itu kemudian, ikhtiar atau usaha 

yang dilakukan oleh setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing sesuai 

dengan kondisi dan potensinya. Begitu pula dengan masyarakat Bragung, 

memiliki pilihan dan karakter tersendiri untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi. 

Secara ekonomi, masyarakat desa Bragung mayoritas berprofesi 

sebagai petani. Desa Bragung adalah daerah yang dapat dikategorikan sebagai 

daerah yang memiliki potensi pertanian cukup baik, area pertaniannya 

memiliki karakteristik tegalan dan sawah dengan mengoptimalkan tadah 

hujan. Oleh sebab itu kemudian, kondisi perekonomian masyarakat Bragung 

dapat dikategorikan lemah (minus). Seperti yang dikatakan oleh Sawan, salah 

satu masyarakat desa Bragung dusun Parebbaan. 

 ―ataneh tadek haselah, kadeng lah tak cokop se kakanah” 
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 (bertani sudah tidak ada hasil, kadang tidak cukup untuk dimakan).
6
  

Kondisi ini menunjukkan bahawa, kondisi lahan di daerah Bragung 

secara khusus tidak membantu untuk mencukupi kebutuhan dasar 

masyarakat. 

Oleh sebab itu kemudian, karakter orang Madura khususnya 

masyarakat desa Bragung memiliki etos kerja yang sangat kuat, ulet, pantang 

menyerah, tidak pilah-pilih pekerjaan, dan suka hal-hal baru dan tantangan.
7
 

Ada pepatah Madura yang mengatakan ―sapa atane bakal atana’ (siapa 

yang tekun bertani akan menanak nasi), “sapa adegeng bakal adaging” 

(siapa berdagang akan berdaging/sehat), ―ollena alako berre’ apello 

koneng‖ (hasil dari bekerja keras berkeringat kuning—memperoleh emas). 

Kerja keras tersebut sudah dari awal menjadi prinsip dasar masyarakat 

Madura untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Selain itu, 

hemat dan halal juga termasuk dalam prinsip kerja masyarakatnya, meski 

sebagian ada yang didapat dari hasil pekerjaan yang tidak halal.
8
 

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Madura, iklim di desa Bragung 

terbagi atas dua musim, yaitu musing nemor (kemarau), dan musim nampere’ 

(penghujan). Musim nemor (kemarau) adalah musim dimana tembakau 

ditanam oleh masyarakat, sementara Musim nempere’ (penghujan) adalah 

musim tanaman padi. Musim nempere’ (penghujan) berjalan dari bulan 
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November sampai bulan April, dan musim kemarau dari bulan Mei sampai 

bulan Oktober.
9
 

Ada beberapa tipe lahan di desa Bragung yang digunakan oleh 

masyarakat untuk bercocok tanam. Ada tiga macam lahan yang di gunakan 

cocok tanam yaitu: Pertama, sawah yang memiliki potensi besar dan 

memungkinkan untuk ditanami padi dan tembakau. Kedua, paningkin (tegal) 

tanah yang hampir tidak bisa ditanami padi dan hanya menghasilkan tanaman 

jagung, singkong, dan tembakau, karena jauh dan sulitnya akses air untuk 

digunakan oleh para petani untuk wilayah lahan jenis ini. Ketiga, tegal 

gunung merupakan lahan yang letaknya di atas gunung yang sangat kecil 

mendapatkan akses air dan kebanyakan ditanami singkong, tapi ada juga yang 

ditanami tembakau jika petani tersebut mempunyai lahan yang sangat sempit 

atau bahkan samasekali tidak punya lahan pertanian kecuali di daerah tegal 

gunung ini.
 10

 

Masyarakat desa Bragung sangat termotivasi dan mengandalkan 

tanaman tembakau, bahkan ada banyak petani yang berjudi dengan kondisi 

alam yang sangat tidak menentu, karena tembakau Bragung memiliki ciri 

khas dan bermutu tinggi dan spesifik berbeda dengan hasil panen tembakau di 

daerah lain di sekitar, dan terbukti permintaan pabrik rokok untuk desa 

Bragung relevan tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo bahwa, 

masyarakat Madura—tidak terkecuali masyarakat desa Bragung—sangat 

mengandalkan hasil panen tembakau, karena tembakau disana memiliki mutu 
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spesifik yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok sebagai bahan baku utama. 

Oleh karena itu, tembakau masyarakat Bragung ditanam secara terus menerus 

pada berbagai tipe lahan ketika masuk musim kemarau (nemor), mulai lahan 

sawah, tegal, sampai pegunungan (dataran tinggi),
11

 yang memiliki tingkat 

kesulitan akses air dan kondisi tanah yang tidak terlalu subur. 

Kondisi ekonomi dan pertanian ini berimplikasi pada kerasnya politik 

desa di Bragung. Bukan tanpa alasan logis afiliasi-afiliasi politik dibangun 

dengan cermat, hingga berdampak dan menciptakan eksklusi sosial karena 

nilai kepentingannya sangat besar, terutama dalam ranah pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti ekonomi, akses layanan-layanan desa hingga status 

sosial di masyarakat menjadi landasan dinamika dan percaturan politik. 

Jaringan politik akan memberikan bonus penguasaan lahan tanah catoh, hal 

ini tentu sangat bernilai terlebih bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan 

yang cukup luas untuk melakukan cocok tanam. 

Tanah kas desa atau catoh yang diakumulasi oleh klebun (kepala desa) 

ketika duduk sebagai orang nomer satu di desa Bragung hampir mencapai 10 

ha. Komoditas-komoditas potensial ini lah yang menjadi nilai dasar 

kepentingan para patron politik, dan tidak mungkin catoh yang dimiliki 

klebun akan dibagi kepada orang yang di luar garis politiknya. Pada 

umumnya, catoh diberikan kepada setiap Apel (kepala dukuh/dusun), dan 

setiap Apel yang dipilih berdasarkan kedekatan politik. Dusun-dusun desa 

Bragung di antaranya: Parebbaan, Banlapah, Lenkong Berek, Lengkong 
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Temor, Lengkong Dejeh, Angsanah, Tana Pungkar (Nonggunung). Tanah 

catoh yang dikelola oleh setiap apel ini sebagai ‗mahar‘ atau imbalan politik 

agar para apel tetap menangguhkan kesetiannya kepada klebun. 

Demikianlah pola sosial, politik dan ekonomi yang terjadi dalam tiga 

rezim kuasa yang ada desa Bragung. Mulai dari rezim LF, MH, hingga MJ 

yang berkuasa saat ini. relasi politik menjadi landasan setiap rezim. Dalam 

setiap rezim akan selalu ada individu dan kelompok yang tereksklusi. Inilah 

tiga tabel rezim kuasa di desa Bragung. 

Terlepas dari kerasnya politik desa ini, selain di bidang pertanian dan 

bercocok tanam, masyarakat desa Bragung pada umumnya juga memelihara 

binatang ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun binatang 

ternak yang dipelihara adalah kambing, ayam, bebek, kuda, dan sapi. Namun 

binatang ternak sapi menjadi pilihan paling populer bagi masyarakat Bragung 

untuk diternak, karena binatang ternak sapi dianggap memiliki nilai jual yang 

tinggi di pasaran. Ada juga sebagian masyarakat Bragung yang memelihara 

sape sono’ atau sapi kontes yang memiliki postur tubuh yang bagus dan 

biasanya tidak digunakan untuk membajak sawah. Sape sono’ memiliki nilai 

harga yang sangat tinggi dan jauh berbeda dengan sapi pada umumnya, satu 

ekor sape sono’ bisa dihargai 80 juta kalau sudah berumur lebih dari satu 

tahun, dan harga paling rendah berkisar di 10-20 juta kalau sape sono’ yang 

masih berumur 3-6 bulan. 

Usaha pemiaraan hewan khususnya sapi di desa Bragung memberikan 

sumbangan besar pada perekonomian keluarga petani, karena setiap petani di 
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desa Bragung memiliki tanah yang sempit, jarang ada petani di desa ini yang 

memiliki luas tanah yang lebih luas dari setengah hektar. Oleh sebab itu 

kemudian, bercocok tanam dan memelihara hewan ternak merupakan 

kegiatan yang saling melengkapi dilahan-lahan pertanian kecil itu. Biasanya, 

dalam satu keluarga ada satu atau dua ekor sapi dewasa yang dipelihara, dan 

biasanya juga digunakan sebagai binatang penghela untuk membajak, 

menggaru, dan membersihkan tanah pertanian. Sapi diberi makan dengan 

rumput yang dibabat petani dan sampah pertanian, kotoran sapi dibakar 

bersama jerami dan dijadikan pupuk untuk sawah dan ladang.
12

  

Namun untuk saat ini, sapi sudah jarang digunakan untuk menghela 

dan membajak, karena setiap petani sudah memilih mesin untuk membajak 

sawah mereka, sementara sapi hanya diternak saja. Karena selain digunakan 

untuk kegiatan bertani, sapi di desa Bragung juga menjadi tabungan, modal 

untuk membangun usaha. Sapi juga berfungsi sebagai mata uang dan standar 

nilai. Hewan ini dapat dipakai sebagai alat pembayaran, dan sarana untuk 

menunjukkan status seseorang kaya atau tidak dari banyaknya sapi yang 

dimiliki.
13

 Biasanya, orang yang memiliki sapi yang banyak akan diberikan 

kepada orang atau kerabat terdekat untuk dipelihara atau epagedu dan 

hasilnya akan dibagi rata sesuai perjanjian awal. 
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D. Struktur Sosial dan Kultur Masyarakat 

Tesis Clifford Geertz tentang kategorisasi keagamaan masyarakat 

Jawa—abangan, santri,dan priyai
14

—meskipun banyak yang mengkritisinya, 

pada sisi yang lain kategorisasi Geertz tentang kategorisasi sosial dan sistem 

keberagamaan ini dapat dijadikan sebagai komparasi untuk melihat kelas-

kelas sosial suatu masyarakat tertentu, termasuk untuk memotret kondisi 

sosial dan kultur masyarakat desa Bragung. 

Seperti halnya telaah yang dilakukan oleh Geertz kondisi sosial 

masyarakat desa Bragung memiliki dimensi dan kelas sosial yang berbeda, 

Secara garis besar, stratifikasi atau lapisan sosial masyarakat Bragung 

meliputi tiga lapis yaitu: oreng kéné’ sebagai lapis terbawah; pongghaba 

sebagai lapisan masyarakat menengah; dan parjajih (Priayi menurut Geertz) 

merupakan lapisan masyarakat paling atas. Namun, jika stratifikasi sosial ini 

dilihat dari dimensi agama hanya terdiri dari dua lapisan, yaitu santré (santri), 

dan banné santré (bukan santri).
15

  

Lapisan sosial paling bawah yang disebut dengan oréng kéné’ (orang 

kecil) adalah kelompok masyarakat biasa atau kebanyakan. Orang-orang ini 

biasanya bekerja sebagai petani dan sejenisnya, bahkan juga termasuk di 

dalamnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau para 

pengangguran.  

Kemudian lapisan sosial menengah atau pongghaba meliputi para 

pegawai, guru, terutama yang bekerja di wilayah birokrat, mulai dari 
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tingkatan bawah hingga tinggi. Secara harfiah, kata pongghaba berarti 

pegawai atau orang yang bekerja pada institusi-institusi formal, khususnya 

kantor-kantor pemerintah. Lapisan sosial yang paling atas adalah para 

bangsawan, para kyai, atau bahkan kalangan-kalangan yang tidak saja secara 

genealogis merupakan keturunan langsung raja-raja di Sumenep.
16

 Bahkan 

untuk waktu mutakhir, kalangan parjajih tidak hanya kalangan kyai dan 

bangsawan atau keturunan-keturuanan raja saja, akan tetapi orang kaya juga 

dengan sendirinya menjadi kalangan parjajih dan bisa menentukan dinamika 

sosial, sama seperti halnya kyai, blater dan bangsawan. 

Lapisan sosial yang mengacu pada dimensi agama, yaitu santré 

(santri) dan banné santré (bukan santri), dalam kenyataannya tidak harus 

diartikan bahwa kelompok santré identik dengan parjaji dan kelompok banné 

santré dengan oreng kéné’, atau sebaliknya. Sebab, kelompok santré bisa 

terdiri dari parjaji dan oréng kéné’, begitu pula dengan kelompok banné 

santré. Dalam kontek ini kéyaé (kyai) merupakan kelompok masyarakat yang 

berada dilapisan sosial atas yang seringkali diundang masyarakat untuk 

memimpin dalam suatu acara keagamaan, sedangkan santré dilapisan bawah. 

Adapun bindhara dianggap sebagai kelompok masyarakat yang berada 

dilapisan menengah.
17

  

Lapisan sosial ketiga ini (Parjajih) khususnya kyai, menurut Rozaki 

memiliki peran yang sangat vital di tengah-tengah masyarakat. Kyai 

merupakan orang-orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki 
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kemampuan transenden dengan penguasaan yang sangat dominan akan nilai-

nilai agama, kyai dipandang sebagai ulama karena dunianya yang lekat dengan 

dimensi ilmu agama (islam). Eksistensi kyai di desa Bragung sangat dipercaya 

dan dihormati oleh masyarakat. Setiap tindak-tanduk  serta perkatan seorang 

kyai menjadi teladan dan landasan barometer bersikap di tengah-tengah 

masyarakat, oleh sebab itu perkataan kyai akan selalu diikuti tanpa ada 

pertimbangan lagi oleh masyarakat desa Bragung, karena masyarakat desa 

Bragung sangat percaya dengan adanya barokah, dan barokah hanya akan 

didapatkan apabila masyarakat patuh kepada setiap perintah dan kehendak 

kyai, hal itu juga menjadi keyakinan masyarakat akan menjadi jaminan surga 

kelak di masa depan.  

Bagi masyarakat desa Bragung, kyai merupakan segala-galanya.
18

 

Kyai juga diyakini akan memberikan oase ketika seseorang tengah 

mengalami kejumudan atau tengah ditimpa masalah. Masyarakat akan datang 

kepada seorang kyai untuk meminta jalan ke luar atas persoalan dan kesulitan 

hidup yang mereka hadap. Termasuk pula persoalan-persoalan politik yang 

dihadapi oleh elit politik desa. Mereka juga akan mendatangi seorang kyai 

untuk meminta barokah dan jalan keluar, meminta tausiah dan petunjuk-

petunjuk, terutama petunjuk yang bersifat mistis-transenden. 

Berdasarakan obervasi di lapanagan para elit politik desa menjadikan 

kyai sebagai konsolidator politik dalam setiap pemilihan kepala desa. Oleh 

sebab itu, semua kyai khususnya di desa Bragung memiliki kedekatan dengan 
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para elit politik desa, dan ada pula kyai yang cenderung membangun oposisi 

dengan pemerintah desa ketika yang berkuasa bukanlah aktor politiknya. 

Keadaan ini secara alami membuat kyai juga memiliki persaingan tinggi 

sesama kyai di desa Baragung, ditambah persaingan rekrutmen siswa-siswa di 

dalam pesantrennya semakin membuat jurang pemisah kedekatan kyai yang 

oleh Rozaki disebut sebagai aktor yang dapat membentuk dinamika sosial ini. 

akhirnya kyai tidak lagi bisa menjadi penghubung yang bisa menjernihkan 

keadaan ketika pemerintahan desa dalam kondisi keruh, timpang, dan 

menjurus pada eksklusi sosial. 

Kondisi kehidupan sosial masyarakat desa Bragung secara khusus 

sangat menekankan kehidupan yang harmonis dan menekankan gotong-

royong semakin terkikis. Kenyataan sosial-budaya ini kita lihat dari kredo 

Rempak’ naong beringin Korong mulai menipis karena perubahan ekonomi, 

politi, sosial dan budaya. Ungkapan tersebut menganjurkan untuk saling 

tolong-menolong dan menekankan urgensitas solidaritas social namun saat 

ini, kredo itu tidak lagi memiliki kekuatan seperti halny dulu. Ada banyak 

ungkapan yang sebagai simbol manifesatasi budaya gotong-royong ini 

seperti, gu’teggu’ sabbu’ atau song-osong lombung. Ungkapan tersebut 

memilik arti senafas dengan gotong royong.
19

 Namun semua itu sudah 

dilipat-rapat oleh waktu. 
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E. Kondisi Pendidikan 

Pendidikan sampai saat ini masih menjadi barometer pertama yang 

dijadikan sebagai landasan pertama untuk melihat kemajuan suatu 

masyarakat. Keyakinan bahwa, pendidikan sebagai jaminan atas kehidupan 

masyarakat yang baik menjadikan kondisi pendidikan suatu masyarakat 

seolah-olah syarat mutlak, semakin tinggi pendidikan suatu masyarakat, akan 

semakin baik pula tatanan dan kondisi kehidupan masyarakat tersebut. 

Kondisi pendidikan masyarakat Bragung berdasarkan monografi desa 

Bragung menunjukkan bahwa, mayoritas penduduknya berpendidikan 

SD/sederajat dengan kecenderungan bahwa masyarakat masih sedikit sekali 

yang pendidikannya di atas itu. Hal ini dapat dilihat dengan penduduk yang 

usia 10 tahun ke atas yang buta huruf tidak ada akan tetapi yang sekolahnya 

tidak tamat SD/sederajat sejumlah 1.213 orang, penduduk yang tamat 

SD/sederajat sejumlah 1.219 orang, penduduk yang SLTP/sederajat sejumlah 

1.564 orang, penduduk yang tamat SLTA/sederajat sebanyak 2.224 orang, 

penduduk tamat D-1 sebanyak 21 orang, penduduk tamat D-2 sebanyak 43 

orang, penduduk tamat D-3 sebanyak 68 orang, penduduk tamat S-1 sebanyak 

276 orang, penduduk tamat S-2 sebanyak 10 orang, dan penduduk tamat S-3 

belum ada.
20

 

Adapun untuk prasarana pendidikan formal terdapat 4 jenis yang 

berjenjang yaitu mulai dari Taman kanak-kanak (TK) ada 5 buah bangunan 

yang baik, SD/sederajat ada 5 buah bangunan yang baik, SLTP/sederajat ada 
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5 buah bangunan yang baik, dan SLTA/sederajat ada 4 buah bangunan yang 

baik. Selain prasarana pendidikan formal ada pula prasarana pendidikan 

ketrampilan yaitu kursus komputer ada 1 buah. 

F. Sistem keberagamaan 

Sistem keberagamaan masyarakat desa Bragung dapat dipotret dari 

aktivitas kehidupan masyarakat yang religius, mendasarkan segala bentuk 

aktivitas sosialnya pada nilai-nilai agama (islam). Seperti masyarakat Madura 

pada umumnya, masyarakat desa Bragung juga dikenal patuh mengamalkan 

ajaran-ajaran Ialam. Bahkan Islam dijadikan bagian dari ethnic identity, 

sehingga keberagamaan masyarakat Bragung memiliki ciri khas kedaerahan 

yang sangat kental.
21

  

Masyarakat desa Bragung melihat seseorang yang taat beragama salah 

satunya dari bentuk tampilan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang 

memakai kopyah, sarung, atau bahkan sorban, dilihat sebagai orang yang alim 

dan patuh terhadap agama. Sedangkan bagi perempuan dilihat bagaimana 

mereka menjaga auratnya, memakai sarung, gamis, jilbab dan tidaksamasekali 

memakai pakaian yang tidak populer di desa Bragung khususnya yaitu, segala 

jenis-jenis pakaian ketat atau memperlihatkan lekuk atau bentuk tubuh dan 

segala jenis-jenis bentuk pakaian terbuka.  

Ekspresi keberagaman masyarakat desa Bragung cenderung 

dimanifestasikan dengan sikap kolot dan fanatik. Sikap kolot dan fanatik itu 

tampak dari cara menilai mereka dalam menilai seseorang yang cenderung 

                                                           
21

 Mohamad Adhim, Islam Lokal: Studi Tentang Upacara Rokat……….46 



47 
 

tidak esensial dan dangkal, seperti penilaian atas seseorang berdasarkan 

tampilan fisik bukan berdasarkan dari perbuatan dan tindakan dalam 

mengimplementasikan ajaran-ajaran agama ke dalam aktivitas sosial , atau 

bahkan intensitas dalam melakukan ibadah-ibadah wajid atau pun sunnah. 

Sikap fanatik lain yang diperlihatkan oleh masyarakat Bragung adalah, 

mengeksklusi paham-paham lain selain Nahdlatul Ulama‘. Demikian pula 

sikap fanatik tercermin dari taatnya pada satu kyai lokal yang dianggap 

memiliki kekuatan.
22

 

Oleh sebab itu, seorang Kyai merupakan aktor penting yang bukan 

hanya harus dihormati akan tetapi juga harus dijalankan segala bentuk 

perintahnya. Sebab dengan taat kepada seorang kyai mereka percaya akan 

mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam segala hal, dalam ekonomi, 

pertanian, bisnis, atau pun dalam hajat tertentu seperti politik dan kesuksesan-

keuksesan lainnya. Salah satu bentuk pengharapan dan ketaatan masyarakat 

Bragung pada kyai adalah, ketika mereka hendak memulai bercocok tanam, 

mau mendirikan kandang ternak, mau berbisnis, atau mau maju dalam 

pemilihan kepala desa mereka akan terlebih dulu datang kepada seorang kyai 

untuk bertanya kapan waktu yang tepat untuk memulai cocok tanam, 

membuat kandang ternak, hendak berbisnis apa dan bagaimana langkah-

langkah sukses untuk menjadi orang nomer satu desa, semua ada di tangan 

seorang kyai masyarakat hanya melaksanakannya. Apabila hasil bercocok 
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tanam dan kegiatan-kegiatan lain gagal, mereka mengklaim bahwa kegagalan 

itu karena tidak terlebih dulu meminta berkah dari seorang kyai. 

Masyarakat desa Bragung sangat taat dan patuh kepada kyai daripada 

kepada figur formal seperti kepala desa, atau anggota dewan. Hal ini bisa 

lihat dari perlakuan masyarakat ketika seorang kyai datang ke rumah 

masyarakat atau ke acara-acara di masyarakat, mereka semua berdiri, berbaris 

rapi untuk menyambut seorang kyai meskipun masih dalam jaraknya begitu 

jauh antara mereka dan kyai yang disambut itu, dan mereka tidak akan duduk 

lagi sebelum kyai itu duduk terlebih dahulu. Hal itu dilakukan oleh 

masyarakat untuk menghormati dan mengambil barokah dari seorang kyai. 

Sikap masyarakat ini selaras dengan ungkapan sakral orang Madura buppa', 

babu', guru, rato. (bapak, ibu, guru, raja/ratu).  

Secara epistemologi kredo itu menunjukkan klasifikasi sosial di 

tengah-tengah masyarakat, dimana kedua orang tua adalah orang yang 

pertama kita harus hormati, kemudian seorang guru atau kyai, kemudian yang 

terakhir adalah raja dalam hal ini adalah para pemimpin desa atau daerah. Jadi 

masyarakat desa Bragung tidak begitu bergairah untuk menyambut seorang 

pemimpin desa seperti halnya menyambut kyai, karena bagi mereka orang 

yang telah menekuni politik sudah menjadi ―busuk‖ dan memiliki 

kecenderungan yang negatif, diklaim tidak menjalankan perintah agama 

dengan sendirinya. Demikian halnya dengan seorang kyai apabila sudah terjun 

ke dalam dunia politik, masyarakat Bragung cenderung melihat kyai sama dan 
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memiliki imej yang negatif di tengah-tengah masyarakat dan kepercayaan 

mereka akan luntur.  

Lunturnya kepercayaan itu karena mereka menganggap kyai itu sudah 

tergoda dengan materi dan duniawi, seperti yang diungkapan oleh Ruysdi  

katak sakolla (kodok se taman),
23

  

Artinya seorang kyai akan sama seperti politisi lainnya yang suka 

korupsi, kolusi dan nepotisme dan hanya berburu rupiah saja dan akan lupa 

pada tugasnya untuk menemani masyarakat dan membimbing mereka. 

Masyarakat menilai kyai yang sudah memilih jalan politis akan kehilangan 

muruahnya dan setiap tindakan dan perkataanya tidak akan dihiraukan oleh 

masyarakat bahkan akan mendapatkan hukuman sosial seperti jadi bahan 

gunjingan di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk kekecewaan 

masyarakat atas figur kyai. 

 

                                                           
23

 Wawancara dengan, Ruysdi, tokoh masyarkat desa Bragung, 09 Januari 2018. 



BAB III 

KETIMPANGAN RELASI KUASA DAN EKSKLUSI SOSIAL 

A. Sejarah Gerakan Tiga Rezim Kuasa Di Bragung 

Upaya untuk menggali dan membongkar budaya politik dan 

kesejahteraan masyarakat di desa Bragung secara spesifik, memerlukan 

pembacaan yang kuat terhadap dinamika dan perjalanan peta politik yang ada 

di desa Bragung sendiri. Membaca desa Bragung dan perjalanan politiknya 

tidak jauh berbeda seperti halnya membaca kitab-kitab klasik yang demikian 

kompleks, yang harus dibaca dengan cermat. Hal ini merupakan perkara yang 

sangat rumit, karena sampai saat ini, belum ada yang menulis sejarah tentang 

poros politik dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat desa Bragung. 

Oleh karenanya, pemahaman atas sejarah menjadi sangat urgen untuk 

memetakannya. 

Memahami problematika sosial yang terjadi desa Bragung adalah 

suatu hal kompleks dan „njlimet’. Oleh sebab itu, kajian ini tidak boleh lepas 

dari ikatan sejarah. Berangkat dari perspektif sejarah inilah kemudian, 

membongkar budaya politik yang ada di desa Bragung dan implikasinya pada 

kondisi kehidupan masyarakat, harus memahami tiga gerakan rezim yang 

berkuasa di desa Bragung. Pemahaman atas corak tiga rizim ini kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan fakta nyata, yakni dampak kerasnya politik desa 

terhadap kesejahteraan masyarakat dalam setiap rezim kuasa. Tiga rezim 

kuasa yang dimaksud adalah, rezim kepala desa LF, MH, dan rezim kuasa 

yang terakhir dan hingga kini adalah rezim kuasa MJ. 



51 
 

Akan tetapi sebelum melihat tiga rezim ini, akan sangat baik jika kita 

melihat genealogi kekuasaan di desa Bragung. Karena pada dasarnya, poros 

kekuatan politik di desa Bragung ada pada satu titik kekuatan saja, yaitu 

dinasti T. untuk memudahkannya, dapat kita gambarkan secara genealogis di 

bawah ini. 

Diagram 1 

Genealogi Kekuasan Desa Bragung 

 

 

 

 

 

T adalah seorang elit lokal yang memiliki legitimasi politik dan 

kekuatan yang sangat luas di desa Bragung. Bahkan berdasarkan testimoni  

S—salah satu  kroni T yang sampai saat ini masih berkecimpung di dalam 

strategi, intrik dan upaya sistem pemenangan politik akbar desa—T adalah 

penguasa tunggal desa Bragung. Tidak ada yang mampu dan berani untuk 

membangun oposisi untuk melawan kuasa T, apalagi untuk duduk menjadi 

pesaing T dalam pertarungan politik desa, karena semua orang tahu di dalam 

diri T sudah mengalir darah kaih (kakek) T yang memiliki kualitas menjadi 

seorang klebun. Kualitas yang dimaksud adalah kemampuan kaih T dalam 

membuktikan diri sebagai orang kuat di desa Bragung melalui tindakan 

K. T 

 T HS 

 
MH 

 

LF 

MJ 
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kriminal seperti halnya carok, serta keberanian, dan pribadi yang memegang 

teguh janji dan komitmennya. 

 

Molaeh deri kaih Talar jet lah lambek, ekaparcajeih masyarakat. Benni gun 

polanah bengal acarok, jet begus ka masyarakat. Mangkanah pah MH 

padeh.
1
 

(mulai dari kakek Talar dulu, dipercaya masyarakat, Bukan hanya karena 

berani Carok, tapi Baik kepada masayrakat makanya MH juga sama) 

 

Sifat itulah yang juga diwariskan kepada T yang juga sudah terbukti, 

darah kaih T benar-benar mengalir di dalam dirinya, melalui pembuktian 

carok yang sudah sering terjadi karena banyak hal. Pada titik inilah 

kemudian, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya asumsi Thomas Hobbes 

tentang Manusia yang memiliki sifat dasar bar-bar, akan membunuh manusia 

lainnya demi kepentingan dan harga dirinya sendiri, tidak berbeda seperti 

halnya makhluk purba leviathan yang akan  memakan sesamanya demi 

kepetingan dirinya sendiri.
2
 

Kekuasaan para elit lokal di desa Bragung yang tidak lain adalah 

kekuasaan para Jago atau blater adalah dengan memainkan ketakutan melalui 

pengelolaan keamanan di tengah-tengah masyarakat dalam membangun 

kekuasaanya. Kaih T hingga rezim kuasa MJ saat ini, instrumen politik 

keamanan jagoan Madura masih ditradisikan dan menjadi idealisme penting 

para elit lokal. Komunitas jagoan (Blater) ini menganggap, bahwa merekalah 

                                                           
1
 Wawancara dengan, pak Sabar, Tokoh Masyarakat dusun Parebban Bragung, 

22 januari, 2018 
2
 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche 

(Jakarta: PT Gramedia, 2004), hlm. 67 
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yang paling tahu tentang bagaimana rasa aman masyarakat tersebut 

diartikulasikan. 

Politik keamanan ini dari rezim kuasa kaih T hingga sampai rezim MJ 

kali ini, secara tidak langsung telah menjadi suatu barometer untuk mengukur 

tingkat kesejahteraan masyarakat. Siapapun yang menjadi pemimpin desa 

haruslah orang terkuat, dan bisa mengelola keamanan dengan baik, karena hal 

itu akan berdampak signifikan kepada kesejahteraan. Memilih orang terkuat 

(Blater) akan menjamin kesejahteraan, karena masyarakat desa Bragung 

khususnya, melihat kesejahteraan dengan menilai seberapa amankah harta 

benda yang dimiliknya, terutama keamanan hewan ternak mereka. Seperti 

yang diungkapkan oleh warga dusun Lengkong Daya WR 

sapa’ah beih se tettih klebun korlah nyaman tedung  

(siapa saja yang menjadi kepala desa [terserah] yang penting tidur 

nyenyak).
3
  

 

Perlu digaris bawahi kata-kata “tidur nyenyak/ nyaman tedung” secara 

eksplisit berkonotasi pada makna tingkat keamanan di masyarakat, dimana 

jika bukan orang kuat lokal (blater) atau orang yang memiliki legitimasi atas 

komunitas blater yang duduk sebagai kepala desa, keamanan masyarakat 

menjadi pertaruhan, dan hal ini secara tidak langusung menjadi sebuah 

ancaman sekaligus hinaan bagi kepala desa (jika banyak hewan ternak 

masyarakat hilang), karena tindakan-tindakan kriminalitas dapat dipastikan 

akan terjadi, terutama pencurian binatang-binatang ternak masyarakat dan 

harta-harta berharga lainnya seperti halnya sepeda motor.  

                                                           
3
 Wawancara dengan, WR, Masyarakat dusun Lengkong Daya,  Bragung, 20 

Januari, 2018. 
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1. Rezim kuasa LF                 

Rezim kuasa LF, jika ditelusuri akar sejarahnya memiliki 

historikal yang sangat rumit. Rezim kuasa LF berawal dari keterpecahan 

kekuatan politik desa Bragung yaitu, terbelahnya poros kekuatan politik 

menjadi dua jantung kekuatan yaitu, kekuatan T pada satu sisi dan 

kekuatan  HS pada sisi lainnya. Pecahnya poros kekuatan politik ini—

berdasarakan narasi S—karena adanya pengkhianatan politik dari HS 

yang juga ingin menjadi penguasa di desa Bragung kepada T. . HS adalah 

saudara T sendiri, sekaligus tangan kanan T dan merupakan aktor penting 

di balik keberhasilan T mempertahankan dinasti kekuasaannya dalam 

kurun waktu yang sangat lama di masa lalu.  

Narasi politik desa Bragung ini sama seperti petikan-petikan 

politik Nichollo Machiavelli bahwa, di dalam politik tidak ada yang 

benar-benar abadi kecuali kepentingan politik itu sendiri, untuk 

membangun sebuah kekuasaan dan atau untuk mempertahankan 

kekuasaan, penguasa dapat melakukan apapun demi kelanggengannya 

termasuk menyingkirkan orang-orang atau bahkan saudaranya sendiri 

yang menjadi aktor penting di dalam membangun kekuasaannya.
4
  

Segala upaya konsolidasi dan afiliasi politik dilakukan oleh HS, 

termasuk menjadikan Blater dan aktor Kyai sebagai konsolidator 

politiknya kepada masyarakat Bragung. Langkah politik ini dilakukan 

oleh HS karena dia sadar bahwa, untuk membangun elektabilitasnya di 

                                                           
4
 Nicollo Machiavelli,  Il Principle (The Prince), terj. Dwi Ekasari Aryani 

(Yogyakarta: Narasi, 2008), hlm. 6, 38, 39. 
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masyarakat dan agar cita-cita politiknya tercapai, dua aktor ini (Blater 

dan Kyai) harus berada di dalam garis politiknya, karena Kyai dan Blater 

adalah dua aktor yang dapat menentukan dinamika sosial-politik di 

masyarakat 

. 

“Mon bejingnah ye MoH, se adukung LF, ye pah K.MZ”.
5
 

(Kalau Blaternya MoH, yang mendukung, terus K.MZ) 

 

 

Langkah politik HS yang tepat itulah kemudian yang dapat 

menumbangkan dinasti T. Namun, narasi tentang dinasti Bragung ini 

tidak benar-benar berakhir seiring dengan kekalahannya pada periode 

pemilihan kepala desa Bragung pada tahun 1999/2000, dimana pada 

tahun itu, pesta kemenangan mutlak dirayakan di rumah MH sebagai 

pemenang yang sah. H masih memupuk harapannya untuk membangun 

dinastinya sendiri di desa Bragung, oleh sebab itu dia membangun mental 

dan kesiapan penerusnya yaitu putra HS yang tidak lain adalah LF. 

Pertarungan dua trah penguasa Bragung ini tentu masih menjadi peta 

politik di desa Bragung dan tidak dapat dihindari lagi ketegangan lain 

masih mungkin terjadi. LF sebagai penerus HS dan MH sebagai penerus 

T, terus beradu kekuatan politik dalam satu lintasan perebutan kursi 

kekuasaan dan sebagai orang nomer satu desa Bragung. Oleh sebab itulah 

pertarungan politik desa Bragung selalu sensitif dan keras, karena ia 

                                                           
5
 Wawancara denan, S, Tokoh Masyarakat Parebba’an, 22 Februari, 2018 
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tumbuh dari sejarah yang kuat yang menggambarkan suatu pertarungan 

yang didasarkan hanya pada kekuasaan tetapi juga harga diri. 

Upaya yang dilakukan oleh HS untuk kembali menjadi penguasa 

Bragung benar-benar terjadi. Pertarungan yang pertama, tepatnya pada 

tahun 1999/2000 langkah dan kekuatan politik HS yang terbukti berhasil 

ditumbangkan oleh MH sebagai penerus T, dengan berhasil 

memenangkan kontestasi politik dengan HS. Pada putaran itu, MH 

menjadi orang nomer satu desa Bragung, dan HS harus mengakui bahwa 

penerus T itu harus diperhitungkan di dalam gelanggang politik desa 

karena dia terbukti mampu mengorganisir masyarakat dan mempunyai 

strategi politik yang jitu. Oleh karena itu persiapan harus segara dibangun 

sejak awal untuk kembali merebut kekuasaannya dari tangan MH, hingga 

pada akhirnya pada tahun 2005 LF berhasil duduk sebagai kepala desa 

Bragung dengan menumbangkan MH dan HA sebagai lawan politiknya. 

 Rezim kuasa yang dijalankan oleh LF, tidak jauh berbeda dengan 

sistem rezim pendahulunya yang tidak lain adalah rezim ayahnya sendiri. 

Dendam politik masih menjadi „hantu‟ bagi kesejahteraan masyarakat 

desa Bragung. Kebijakan-kebijakan LF yang tidak populis bagi rakyat 

dan hanya mementingkan patron politiknya saja menjadi sebuah rahasia 

umum. Selain itu, berdasarkan narasumber yang sudah memberikan 

pandangannya tentang kepemimpinan LF dimasa memerintah desa, 

semua jawabannya sama, LF adalah pemimpin yang tidak bertanggung 
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jawab dan hanya mementingkan pendukung politiknya saja. Seperti yang 

dikatakan oleh S, F, dan A:  

“mon LF bekto tettih klebun se taoh gun ka orengah tibik, tak tanggung 

jeweb, tak taoh ka masalanah rakyat, se elayane gun mon se semak ka 

tibi’en”,  

(kalau Lut waktu menjabat kepala desa cuma tau sama orang-orangnya 

sendiri [pendukung], tidak bertanggung jawab, tidak tahu kepada 

masalah rakyat, yang dilayani cuma yang dekat [pendukung] sendiri).
6
 

 

Klebun LF meskipun tidak pernah membuktikan diri melalui 

carok dan tindakan-tindakan kriminalitas lainnya di desa Bragung, dia 

dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan 

lobbying dan memiliki akses kuat kepada lembaga-lembaga negara 

seperti halnya lembaga kepolisian setempat, atau lembaga-lembaga 

negara lainnya seperti lembaga-lembaga pemerintah daerah Sumenep. 

Jadi, klebun LF bisa memberikan pertolongan atau memberikan 

pelayanan advokasi kepada masyarakat ketika mendapati masalah yang 

berkaitan dengan masalah-masalah administratif-formal seperti halnya 

kasus-kasus hukum dan layanan lain seperti memiliki networking kuat 

untuk membuat kartu identitas diri (KTP) atau akte kelahiran dan Kartu 

Keluarga (kartu KK), membantu menemukan jalan keluar bagi 

masyarakat yang terjerat kasus hukum dan lainnya. 

Namun potensi-potensi LF sebagai klebun itu hanya berlaku bagi 

orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan dirinya. Kondisi ini 

tentu menjadi demikian eksklusif samasekali. Sementara di sisi yang lain 

                                                           
6
 Wawancara dengan, S,  F, A, warga dusun Parebba‟an,  Banlapah,  masyarakat 

Bragung, 22 januari 2018 
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pada waktu itu menurut salah satu nara sumber, kondisi keamanan di 

masyarakat benar-benar hancur, karena stabilitas keamanan pada rezim 

kuasa LF dijadikan sebagai sebuah „alarm‟ politik oleh lawan-lawan 

politiknya. Namun yang menjadi soal adalah, respon klebun LF yang 

sangat eksklusif samasekali ketika salah seorang masyarakat yang 

diketahui tidak termasuk garis politiknya, LF tidak memberikan 

kesempatan dan bantuan samasekali seperti halnya menyampaikan dan 

memastikan kasus itu akan ditangani oleh pihak kepolisian, sesuai 

dengan kekuatan legitimasinya di dalam ranah ini. Akan tetapi jika kasus 

yang sama terjadi pada orang-orang yang memiliki kedekatan birokratis 

dengan LF pelayanan dan advokasi klebun LF akan nampak signifikan, 

seperti halnya kepada MoH, HSS dll. 

Edimmah mon LF, mon benni pendukungah tak kerah arangkak 

ngurusagih. Buktina benyak benni gun masalah se AD. Tapi mon ka 

Moh, ben HSS, begus.
7
 

(Mana ada LF, kalau bukan pendukungnya tidak akan mengurusi. 

Buktinya bukan Cuma AD. Tapi mon ka Moh, sama HSS, bagus) 

 

Kebijakan-kebijakan klebun LF juga sama di dalam ranah yang 

lain seperti halnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan 

lainnya juga berdasarkan ikatan-ikatan politik. Pada masa 

kepemimpinannya LF, pembangunan irigasi hanya di lakukan di daerah 

Lengkong Daya, dimana Lengkong Daya merupakan basis kekuatan 

politik Lut di dalam proses pemenangan kontestasi kepala desa. 

                                                           
7
 Wawancara dengan, S, Tokoh Masyarakat dusun Parebba‟an 22 Januari 2018. 
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Kasus-kasus Advokasi hukum dan pelayanan-pelayanan desa juga 

menjadi salah satu kasus yang menjadi sorotan di masyarakat. Kasus 

yang sangat jelas terkait dengan pelayanan desa berdasarkan kedekatan 

relasi politik saja adalah, kasus hukum yang menimpa AD. Pada tahun 

2007 AD, terjerat hukum kriminalitas dengan kasus terlibat pencurian 

hewan ternak di desa Tambukoh. Tindakan kelompok kriminal ini 

terendus oleh pemilik hewan ternak dengan bukti-bukti yang lengkap 

sehingga kasus kriminalitas ini dilaporkan kepada polisi setempat. Para 

pelaku kriminal ini menjadi buronan polisi dan satu persatu dari pelaku 

dapat diringkus oleh polisi, kecuali AD. 

Berbulan-bulan Adi menjadi buronan polisi, dan beberapa 

langkah untuk menghindari polisi telah dilakukan, termasuk dengan cara 

melarikan diri ke luar kota, namun dia merasa tidak aman dan takut akan 

diciduk oleh polisi. Oleh sebab itu, AD yang pada waktu itu masih 

berusia 16 tahun beserta keluarganya berinisiatif untuk melakukan 

tindakan penghapusan kasus ke kepolisian setempat dengan meminta 

bantuan kepada klebun LF untuk memberikan pendampingan kasusnya 

ke kepolisian. Namun klebun LF berdalih dan menolak permintaan 

masyarakatnya sendiri dengan alasan yang persuasif bahwa, kasus itu 

tidak bisa ia tangani ke kepolisian, dan kekuatan legitimasinya ke 

kepolisian yang sudah populis di tengah-tengah masyarakat selama itu 

menjadi tumpul dengan alasan, korban kriminalitas yang dilakukan AD 

dan teman-temannya adalah di luar desa dan hal itu membuatnya tidak 
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bisa menggunakan otoritasnya. Akan tetapi, dalih yang dilakukan oleh 

LF itu pada dasarnya adalah dalih politik sekaligus pengejawantahan 

dendam politiknya, karena dia tahu bahwa, AD dan keluarganya adalah 

masyarakat Parebba‟an yang berdiri di atas kemudi lawan politiknya 

yaitu, MH, sehingga dia enggan untuk memberikan bantuan, padahal 

sebelum kasus AD, ada kasus dengan motif yang sama yang menimpa 

antek politik LF yaitu BY warga dusun Lengkong Daya, dan kasus ini 

selesai di tangan klebun LF karena dia menggunakan kekuatan 

legitimasinya ke kepolisian yang menangani kasus itu. 

AD lambek etabeng polisi tager buruh ka mandimman, minta tolong 

soro notopagih tak bisa alasan possak. Mon ka BY mareh taka’ah 

ngibeh buruh bebinik
8
  

(AD dulu dikerjar polisi sampai kabur kemana-mana, minta tolong 

tutup kasus tidak bisa alasannya banyak. Kalau ke BY selesai meskipun 

bawa kabur perempuan) 

 

Kasus lain yang menggambarkan ketimpangan relasi kuasa dan 

kesejahteraan masyarakat desa Bragung pada masa klebun LF adalah, 

perangkat-perangkat birokratis desa dipilih berdasarkan patron politiknya 

dan tidak ada kualifikasi serta transparansi dalam pemilihan pengurus-

pengurus desa, dengan kata lain, akses terhadap hak untuk memiliki 

kesempatan yang sama masyarakat untuk menjadi fungsionalis desa 

menjadi sangat eksklusif samasekali, karena fungsionalis dan pengurus 

desa dikendalikan oleh otoritas klebun secara komprehensif yaitu 

idealisme politik patrone-klien, bukan berdasarkan asas-asas kesamaan 

                                                           
8
 Wawancara dengan, AD, Masyarakat dusun Parebbaan desa Bragung, 25 

Januari 2018 
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hak. Hal ini terbukti dari semua Apel (kepala dukuh atau kepala dusun) 

yang ditunjuk oleh klebun adalah orang-orang yang memiliki kedekatan 

politik dengannya. Sebut saja SJ salah seorang konsolidator politik 

klebun LF di dusun Parebba‟an ditunjuk sebagai pak Apel, kemudian 

untuk dusun Banlapah ada aktor politik yang menjalankan kehendak 

politik LF yang diangkat menjadi Apel yaitu, ABD. AGW juga dipilih 

sebagai Apel Lengkong, kemudian SNH sebagai Apel Angsanah. 

Begitulah gerakan politik klebun LF, dimana orang-orang yang yang 

memiliki kedekatan politik akan diberikan jabatan. Penting untuk 

diketahui bahwa, setiap Apel yang dipercaya oleh klebun di setiap dusun 

akan mendapatkan hak untuk menguasai komoditas desa seperti halnya 

tanah kas desa atau dalam istilah Madura disebut tana catoh. 

 

“Apel lah mon se LF reya SJ, ABD, AGW. Iya jet kabpi pendukungah. 

Tak endek jek mon benni ka se adukung”.
9
 

(Apel (dukuh) semasa LF ada SJ, ABD, AGW. Semuanya 

pendukugnya. Tidak mau kalau bukan pada pendukung) 

 

 

Jika dilihat dalam peta desa Bragung, kelompok-kelompok 

marjinal atau yang tereksklusi dari kekuasaan LF adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
9
  Wawancara dengan HSn, Masyaraka Bragung, 27 Februari, 2018 
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Gambar.2 

Peta Desa Bragung dan Kelompok-kelompok yang Tereksklusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus-kasus yang telah diuraikan di atas sampai akhir 

kepemimpinan LF tidak berubah, membeku dalam situasi yang sama, 

eksklusi. Situasi ini menjadi bukti bahwa, tidak ada poros tengah yang 

bisa menjembatani kepentingan umum, termasuk peran seorang kyai 

yang dianggap segalanya oleh masyarakat. Kyai MZ yang menjadi 

konsolidator politik LF tidak mampu berbicara banyak bahkan cenderug 

abai dan menjauhi kelompok-kelompok yang tidak segaris dengan klebun 

LF. Seperti yang dituturkan oleh S: 

Keh. MZ ngosok polanah Parebba’an benyak ka engkok, pah benyak 

acaranah masyarakat tak rabuih 

(Kyai MZ marah karena Parebba‟an banyak ke Saya (S), kemudian 

banyak acara masyarakat yang tidak dihadiri)
10

 

                                                           
10

 Wawancara dengan S, Tokoh masyarakat Parebba‟an, 22 Januari 2018. 
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Jadi peran kyai yang dianggap mampu untuk memberikan jalan 

keluar bagi semua masyarakat dalam konteks tidak bisa dibuktikan 

dengan benar, bahkan mungkin juga di dalam sektor-sektor lainnya. 

2. Rezim kuasa MH 

Kekalahan yang dialami oleh MH di dalam kontestasi klebun lima 

tahun sebelumnya (tahun 2005) masih menyala dan terus berkobar 

semakin besar di dalam diri MH, dia tetap memelihara niatnya untuk 

mengalahkan LF pada ajang pemilihan kepala desa selanjutnya. Segala 

bentuk aktifitas untuk menaikkan elektabilitasnya dilakukan sejak 

kekalahan lima tahun silam itu terjadi. Segala bentuk upaya telah 

dilakukan, termasuk mengumpulkan materi untuk kepentingannya, 

hingga aktifitas-aktifitas sosial pun telah dilakukan. 

Gambar.3 

Kantor Desa Rezim MH 
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Satu hal yang sangat menarik berdasarkan konsolidator 

politiknya, S bahwa, kaih (kakek) T adalah sosok pemimpin atau kepala 

desa yang memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakatnya. 

“MH reya semmak ka masyarakat, pelak.”
11

 

(MH ini dekat dengan masyarakat, murah hati) 

 

 Berangkat dari narasi historikal inilah kemudian saya berasumsi 

bahwa, MH memainkan politik trah, dengan berusaha untuk 

mengembalikan ingatan-ingatan masyarakat pada keagungan kaih T itu.  

Asumsi ini selaras dengan apa yang dikatan oleh Mad S tentang 

gerakan politik MH untuk menaikkan elektabilitasnya sekaligus untuk 

memupuk kepercayaan masyarakat kepadanya pada pemilihan 

selanjutnya,  

“mon MH sakaluarga panganggep orengah, katemmo ejelen nyapa, 

mon oreng andik mosibe paggun entar ninggguh takaah pah jeu, 

marah edimmah MH se tak detengah mon bedeh tahlilen paggun 

nyampoweh, bedeh oreng sakek paggun nengguh, mon lah tak sempat 

tibik anak en se esoro.” 

 (kalau MH sekeluarga orangnya ramah, ketemu di jalan nyapa, kalau 

ada orang punya musibah pasti datang membesuk meskipun jauh, 

coba di mana MH yang tidak datang kalau ada tahlilan pasti ikut 

bergabung, kalau ada orang sakit pasti membesuk, kalau dirinya 

sendiri sudah tidak sempat anaknya yang disuruh).
12  

 

Gerakan politik ini sangat penting bagi MH, karena pada saat 

yang sama, klebun LF pada waktu itu dianggap sangat eksklusif dan 

berjarak dengan masyarakat, tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat, klebun LF tidak pernah datang untuk acara Tahlilan dan 

                                                           
11

 Wawancara dengan, Sabar, Tokoh Masyarakat,Parebba‟an 22 Januari 2018. 
12

 Wawancara denan, Mad Sirat, Masyarakat, 19 Januari 2018. 
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acara-acara kecil di masyarakat. Kondisi itu dimamfaatkan oleh MH 

dengan gerakan politiknya, sehingga di mata masyarakat MH menjadi 

sosok klebun atau pemimpin yang ideal di masa depan, yang akan 

mengerti dan dekat dengan masyarakat. Terlebih dalam kesempatan ini, 

aktor kyai kuat yakni, KH. MZ merapat ke barisan MH, jadi suara 

masyarakat akan menjadi terarah pada MH. Sementara di kubu lawan, 

aktor-aktor kyai yang dipasang sebagai alarm politiknya tidak sekuat KH. 

MZ. 

“K.MZ se asalah neng ka LF, ngalle ka MH karena la tak sajelen ben 

LF. Neng eyadek lajuh K. MZ, jet lah burleburnah”
13

 

(K. MZ yang awalnya di kubu LF, pindah ke MH karena sudah tidak 

sejalan dengan LF. Berdiri di garis depan K.MZ,) 

Kegiatan-kegiatan sosial ini terus ditunjukkan kepada masyarakat 

oleh MH dalam lima tahun terakhir, hingga akhirnya usaha itu terbukti 

memberikan dampak yang sangat signifikan—selain kekuatan uang yang 

dimiliki MH, karena monet politict  sudah menjadi budaya desa 

Bragung—pada pesta pemilihan kepala desa tahun 2009 silam dia 

berhasil kembali mengakuisisi kekuasaan dari LF yang mengalahkannya 

pada tahun 2005 silam, kemenangan ini sekaligus akan melanjutkan 

kekuasaan MH pada tahun 1999 hingga tahun 2005 yang telah berlalu 

karena kekalahannya pada LF. Pada kontestasi pemilihan kepala desa ini 

MH berhasil mengalahkan tujuh calon kepala desa Bragung lainnya, 

termasuk LF dan MJ yang dia kalahkan pada waktu itu. Rezim kuasa MH 

berjalan tidak jauh berbeda dengan kala dia memimpin desa pada tahun 
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  Wawancara dengan S, tokoh masyarakat 22 Februari, 2018 
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1999-2005. Kemenangan ini, tidak boleh dilupakan berkat seorang kyai 

MZ yang berani turun menyuarakan MH di tengah-tengah masyarakat 

Peralihan rezim kuasa yang terjadi di desa Bragung pada satu sisi 

membawa angin segar pada masyarakat yang telah begitu lama 

menginginkan pemimpin yang ideal, lebih dekat dengan masyarakat 

seperti yang ditunjukkan MH pada tahun 1999-2005, serta mengerti 

terhadap kondisi sosial masyarakat, dan membawa perubahan-perubahan 

yang mendasar pada desa Bragung. Namun, pada sisi yang lain, kultur 

politik dan cara berpikir para elit—klebun dan kroninya—masih tetap 

dalam satu titik yang sama yaitu, faham dan kedekatan relasi politik 

menjadi sangat menentukan terhadap kebijakan-kebijakan desa, dan pada 

akhirnya ia akan sangat menentukan terhadap kondisi kesejahteraan 

masyarakat.  

Pada titik inilah kemudian apa yang seharusnya terjadi pada 

setiap pergantian rezim bahwa, perubahan struktur kekuasaan selalu 

membawa implikasi pada perubahan-perubahan sosial, politik, dan 

konstruksi budaya masyarakat, tidak sepenuhnya benar. Jika ada hal yang 

berbeda, itu hanyalah pergeseran daerah basis kekuatan politik an sich, 

bukan perubahan mendasar yang bersifat progresif dan generatif yang 

lebih menekankan kesejahateraan masyarakat secara umum. 

Potret rezim kuasa MH di dalam perjalanannya mengibaratkan, 

setelah masyarakat Bragung keluar dari ruang penderitaan kemudian 

masuk kembali pada penderitaan yang lainnya, namun dengan warna 
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yang berbeda tatapi esensinya sama yaitu, kejahatan politik yang 

diwujudkan dalam bentuk eksklusi sosial. Kasus-kasus yang tunjukkan 

dalam rezim kuasa MH tidak jauh berbeda dengan sewaktu ketika LF 

memimpin desa. 

Periode pertama MH memimpin sebagai klebun desa Bragung 

yaitu pada tahun 1999-2005 menunjukkan kedekatan yang kuat terhadap 

masyarakat, membuktikan bahwa ia merupakan pemimpin yang 

bermasyarakat seperti yang diinginkan oleh masyarakat Bragung pada 

umumnya. Namun pada sisi yang lain, kebijakan-kebijakan politik MH 

cenderung menciptakan eksklusi sosial di tengah-tengah masyarakat. 

Sebab pada periode pertama MH memimpin, kebijakan-kebijakan 

politiknya mengindikasikan kebijakan politik transaksional, dimana 

setiap individu atau kelompok yang tidak memiliki kedekatan politik 

dengan MH akan mendapatkan penghambatan, peminggiran dan 

penghapusan kesamaan hak sabagai masyarakat Bragung untuk 

mendapatkan pelayanan yang sama dari klebun. 

Pada tahun 1999-2005 ada banyak kasus yang mendiskripsikan 

bahwa rezim kuasa MH adalah rezim yang eksklusif, sebut saja 

fungsionalis-fungsionalis desa Bragung adalah bagian-bagian kroni 

terdekatnya. Staf Apel atau kepala dukuh adalah orang-orang yang dinilai 

memiliki jasa yang dominan di dalam proses membangun kekuasaannya. 

Apel dusun Parebba‟an yang dipilih adalah B, kemudian Apel dusun 

Banlapah adalah ADR, Apel dusun Lengkong adalah MHD. Orang-orang 
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yang dipilih sebagai kepala dusun atau Apel ini dipilih berdasarkan 

kedekatan politik, bukan berdasarkan kualifikasi yang transparan dan 

berdasarakan kapabilitas seseorang. Sementara pada bagian Penghulu 

atau mudin yang mengurusi persoalan dan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan agama juga dipilih berdasarkan garis dan idealisme 

politiknya, pada rezim kuasa MH yang duduk sebagai mudin adalah  KH. 

JP. 

Apel se MH, B, MHD,ADR, K.JP. ye padeh keyah tak kerah pah ngalak 

orengah LF.
14

 

(Apel (dukuh) waktu MH adalah, B, MHD, ADR, K.JP. ya sama saja 

tidak akan mengambil orang-orangnya LF) 

Kasus-kasus kebijakan-kebijakan yang tidak proporsional pada 

rezim kuasa MH pada periode pertama ini juga meliputi bidang 

pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, dimana akses untuk 

mendapatkan pelayanan masyarakat yang tidak memiliki afiliasi politik 

dengan MH akan sangat sulit bahkan cederung tidak dilayani, seperti 

misalnya untuk mendapatkan surat-surat persayaratan administratif yang 

memerlukan pelayanan administrasi desa, semisal membuat kartu 

identitas dan lain sebagainya.  

Kasus pendistribusian RASKIN (Beras Miskin) sekarang 

RASTRA (Beras Sejahtera) juga tidak didistribusikan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan pada akhirnya masyarakat yang 

tergolong miskin namun tidak dekat secara politik dengan MH tidak 

mendapatkan haknya, kasus ini pernah menimpa TJ, masyarakat dusun 
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 Wawancara dengan, NHWi, Tanggal 22 Januari 2018. 
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Lengkong Daya dengan kondisi ekonomi yang sangat rendah, tidak 

mendapatkan haknya untuk menerima bantun beras miskin pada waktu 

itu karena alasan politik. 

“ye tamasok engkok, tang Embuk, tak miloh lambek ka pencaran 

beras, ye polanah taoh jek engkok tak nyocco MH
15

 

(ya termasuk saya, ibu saya, tidak dapat hak beras miskin, karena 

MH tahu saya tidak nyoblos dia)  

 

Pada periode kepemimpinan MH yang ke dua yaitu pada tahun 

2009-2013 kebijakan-kebijakan yang adil dalam melayani masyarakat 

yang ditunjukkan oleh MH cenderung semakin menunjukkan grafik yang 

sangat menurun. Selain pemilihan perangkat-perangkat desa yang sudah 

eksklusif dan pendistribusian bantuan-bantuan untuk desa yang sangat 

timpang dan berdasarkan kedekatan birokratis, MH juga menunjukkan 

sikap kulturalnya yang semakin tergerus oleh dendam politik, jika 

sebelumnya atau pada periode tahun 1999-2005 MH tetap memilih untuk 

tetap membangun silaturahmi dengan masyarakat yang tidak memberikan 

suaranya padanya, pada periode ini kebiasaan itu tidak lagi dilakukan, dia 

sudah tidak mau untuk ikut melakukan doa tahlilan atau mengunjungi 

orang sakit yang bukan pendukungnya.  

Perubahan sikap klebun ini memberikan dampak pada dinamika 

sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dimana seorang klebun 

seperti halnya melemparkan bola api di tengah-tengah masyarakat dan 

cenderung riskan terjadi ketegangan sosial. Karena budaya desa Bragung 
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  Wawancara dengan TJ, tanggal 22, Januari 2018 
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ketika seorang klebun datang ke rumah masyarakat akan menjadi suatu 

kehormatan tersendiri. kondisi itu sekaligus memicu konflik di 

masyarakat, keharmonisan, budaya gotong royong yang mestinya harus 

tetap terjaga setelah berakhirnya masa pemilihan kepala desa yang alot, 

menjadi hancur dan masyarakat menjadi terkotak-kotak, bahkan 

pemutusan tali persaudaraan dan silaturahmi antar tetangga menjadi 

hancur, seperti yang terjadi pada dua bersaudara SM dan RT. Mereka 

berdua adalah saudara kandung. Namun karena mereka berdiri di aras 

garis politik yang berseberangan mereka memutuskan tali 

persaudaraannya, mereka tidak lagi saling bertegur sapa meskipun rumah 

mereka berdekatan, bahkan halaman depan rumah mereka dibatasi 

dengan cara menanami pohon pisang sebagai pemisah agar mereka 

berdua tidak saling bertemu dan tidak saling melihat satu sama lainnya.   

Carut marut kondisi sosial pada periode ini semakin kusut karena 

komunitas blater yang tidak bisa dikondisikan oleh MH. Akibatnya 

adalah, keamanan desa juga menjadi tidak terkendali, banyak hewan 

ternak masyarakat yang hilang hampir setiap malam. 

Benyak sape elang lambek, tak epapadeh bik klebun, tak pah pejeng 

engak ka din pendukungan
16

 

(banyak sapi hilang dulu, tidak sama pelayanan kepada desa, tidak getol 

seperti milik pendukungnya) 

 

 Pendampingan MH untuk menemukan hewan ternak yang hilang 

ini juga berdasarkan relasi kuasa, sehinnga banyak masyarakat yang jatuh 

miskin bahkan cenderung mengalami stress yang cukup dalam akibat 
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 Wawancara dengan, SY, masyarakat, 24 Januari 2018 
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dari kondisi sosial dan pelayanan pemerintah desa. Berbeda dengan 

pendapat S, dia melihat bahwa, rezim MH adalah yang terbaik, bijak, dan 

mendedikasikan dirinya kepada masyarakat.
17

 Pendapat S ini wajar 

karena dia adalah mitra politik MH yang paling setia. 

Kasus-kasus ketidakadilan lainnya menjadi semakin kuat 

diperlihatkan seperti halnya pendistribusian bantuan RASKIN ( Beras 

Miskin) terus berjalan dengan motif yang sama. Pada periode ini, 

pendistribusian raskin kepada masyarakat dilakukan dengan strategi per 

dusun. Dusun Parebba‟an dan Banlapah adalah, dua dusun yang 

mendapatkan distribusi raskin konsisten dan tepat waktu dan tanpa 

dipungut biaya uang pajak. Berbeda dengan pendistribusian raskin ke 

daerah dusun Angsanah dan Lengkong Timur, selain pendistribusian 

yang tidak konsisten (bisa saja dalam satu tahun dua dusun ini tidak 

mendapat jatah raskin), mereka juga dipungut biaya pajak untuk 

mengambil raskin, dengan biaya pajak sebesar Rp. 25.000,00 pada waktu 

itu untuk beras lima belas kilo, padahal secara prosedur jatah raskin 

untuk masyarakat miskin tidak dipungut biaya pajak, sedangkan raskin 

yang didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki kedekatan 

dengannya tidak dipungut biaya pajak. 

Mon se benni pendukungah epentaeh pesse. Mon se pendukungah 

lambek epanyaman gratis.
18

 

(kalau bukan pendukungnya dimintai uang. Kalau pendukungnya dulu 

enak, gratis” 
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 Wawancara dengan S, tokoh masyarakat Parebba‟an, 22 Januari 2018 
18

 Wawancara dengan, HJ, tokoh masyarakat, 18 Januari 2018. 
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Selain kasus ketidakadilan pendistribusian raskin ini, akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan desa juga sangat 

timpang. Seperti halnya kasus yang menimpa MSF warga dusun 

Lenkong Berek. Berdasarkan penuturan MSF, pada waktu itu dia 

membutuhkan surat keterangan miskin sebagai adiminitrasi persyaratan 

perguruan tinggi, meskipun dia tahu bahwa, akan ada penutupan akses 

pelayanan dari klebun kepadanya karena dia merupakan warga Lengkong 

Berek dan tidak lain adalah barisan politik MJ, dan MH tahu pasti akan 

hal itu. Seperti yang diprediksi sebelumnya, MSF tidak mendapatkan 

pelayanan yang baik dari klebun, bahkan tidak ditemui ketika dia datang 

kerumahnya. Hingga akhirnya, setelah tiga kali dia datang untuk 

meminta surat adminitrasi itu dia dilayani dan diharuskan memberikan 

“uang stempel (pesse eddok)” sebesar Rp, 20.000,00 ribu katanya. 

Engkok lambek akulia’ah gun minta surat keterangan miskin tak 

elayanen, stempel usa majer 20.
19

  

(saya dulu mau kuliah Cuma minta surat keterangan miskin tidak 

dilayani, stempel harus bayar 20 ribu) 

 

Kasus ketimpangan relasi kuasa yang berimplikasi pada 

kesejahteraan sosial lainnya di masa rezim MH ini adalah, penutupan 

akses pelayanan kesehaan bagi AGW salah seorang warga dusun 

Lengkong Daya. Kasus ini memperlihatkan kerasnya politik desa yang 

mengakibatkan masayarakat menjadi tereksklusi dari semua akses desa 

samasekali. Lengkong Daya sebenarnya adalah, basis kekuatan politik 
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 Wawancara dengan, MSF, Masyarakat dusun Lengkong Berek 23 Januari 

2018. 
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MH, selain kerabat yang banyak, daerah ini memiliki kepercayaan tinggi 

kepada MH kecuali AGW yang tidak menghendaki politik MH karena 

beberapa alasan. 

AGW pada waktu menderita mata katarak, MH pada waktu yang 

sama tengah melakukan kegiatan bantuan pada penderita katarak. AGW 

berniat untuk mengangkat katarak yang dideritanya, namun setelah 

sampai di tempat, AGW tidak mendapatkan akses itu karena klebun tidak 

memberikan izin untuk AGW ikut serta mengikuti kegiatan desa itu, dan 

hanya orang-orang yang memiliki kedekatan politik dengan MH saja 

yang dapat mengakses bantuan desa itu termasuk MHD warga dusun 

Parebba‟an yang pada waktu itu ikut mengangkat katarak. 

Guleh lambek tak nganale’eh terro norok ah oprasi polanah 

gratis deri klebun. Tapi tak etaremah ngocak motorah tak 

kabuwek
20

 

(saya dulu tidak bisa melihat ingin ikut operasi karena gratis dari 

desa. Tapi di tolak katanya mobilnya tidak muat) 

 

Gambar.4 

Peta Desa Bragung dan Kelompok-kelompok yang Tereksklusi 
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 Wawancara dengan, Angwer, Masyarakat, 23 Januari,  2018. 
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Sementara KH. MZ sebagai aktor masyhur di Bragung, yang juga 

ikut berperan dalam mendudukkan MH sebagai klebun, bersikap sama 

bahkan lebih keras seperti saat MZ menjadi patronnya LF. Bahkan KH. 

MZ berani untuk melakukan tindakan kriminal pada MR karena telah 

melanggar transaksi politik.
21

 Sikap ini tentu menjadi pupuk yang 

semakin menyuburkan eksklusi sosial, terlebih yang melakukan adalah 

tokoh panutan yang dianggap memiliki kemampuan agama dan spiritual 

yang tinggi di dalam masyarakat. Jadi dalam rezim ini, sekali lagi, aktor 

kyai tidak mampu tampil sebagaimana keyakinan masyarakat desa 

Bragung, yang menangguhkan kyai sebagai panutan yang 

memprioritaskan kepentingan umum. Tetapi sebaliknya, sikap itu 

semakin memperkeruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 

3. Rezim Kuasa MJ 

Setelah mengalami dua kali kekalahan beruntun yang sangat 

menyakitkan sekaligus mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar 

pada MJ, keinginan untuk menjadi klebun di dalam diri MJ tidak pernah 

surut. Terbukti MJ berhasil belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu, 

dan benar-benar menjadi sebagai klebun desa Bragung sejak tahun 2013 

silam hingga saat ini. Pencapaian ini menjadi kepuasan yang sudah 

ditunggu begitu lama oleh MJ. 
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 Wawancara dengan Man NY, warga dusun Parebba‟an 24 Januari 2018 
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Gambar.5 

Kantor Desa Rezim MJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harapan besar masyarakat Bragung sebenarnya secara eksplisit 

dialamatkan kepada MJ, meskipun hal itu tidak disampaikan secara 

implisit oleh masyarakat baik yang berada di barisan politiknya atau 

tidak. Harapan-harapan besar yang dimaksud oleh masyarakat Bragung 

adalah, perubahan kebijakan-kebijakan politik yang akan dilakukan oleh 

MJ sebagai klebun yang datang sebagai aktor politik dari trah yang tidak 

pernah ada sebelumnya sebagai klebun, yaitu trah Kyai, yang dianggap 

memiliki kekuatan spiritual dan penguasaan atas ilmu agama yang 

dominan di desa Bragung. melalui kemampuannya dalam menguasai 

ilmu agama dan mempunyai kemampuan spiritual yang tinggi. Karena 

alasan-alasan inilah kemudian, ekspktasi besar masyarakat ada di pundak 

sang rezim baru, MJ. 
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Kesuksesan yang dicapai oleh MJ menjadi klebun desa Bragung 

tidak bisa dipungkiri salah satunya dilatarbelakangi oleh trahnya sebagai 

seorang Kyai. Terlebih MJ berhasil meyakinkan KH. MZK—salah 

seorang kyai besar selain KH. MZ di desa Bragung—untuk memberikan 

dukungan politik. Langkah ini praktis, membuat harapan masyarakat 

untuk memiliki seorang klebun yang mampu memberikan perubahan 

desa secara mendasar, terutama perubahan yang berkaitan dengan kondisi 

kesejahteraan masyarakata secara umum semakin besar. Seperti yang 

dikatakan oleh HS salah seorang tokoh masyarakat yang berseberangan 

secara politik dengan MJ: 

 “taoh sateyah klebuna reng kyaih, mik tak padeh ben se beklambe’en” 

 (gak tau sekarang kepala desanya seorang kyai, mungkin berbeda 

dengan yang terdahulu).
22

  

 

Apa yang dikatakan HS merupakan suatu harapan yang tidak ia 

sadari ada di dalam alam bawah sadarnya, karena cara berpikirnya telah 

terkonstruk oleh budaya lokal yang menganggap kyai adalah makhluk 

sempurna, tidak materialis atau bahkan pragmatis. Jadi wajar jika, 

bahkan lawan politiknya menaruh harapan padanya. Berharap MJ dapat 

membawa desa Bragung ke arah yang lebih baik karena dia masih 

meyakini, nilai-nilai agama akan menjadi landasan berpikir MJ dalam 

membuat kebijakan di desa Bragung.  
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 Wawancara dengan, Hamsih, tokoh Masyarakat, 17 januari, 2018. 
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Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh H. NR salah 

seorang aktor penting di balik proses pemenangan MJ terkait harapan dan 

keyakinannya pada klebun MJ dia mengatakan:  

“monlah kyaih se tettih klebun paggun nyaman, tak kerah pah bedeh 

kyaih se ngakanan pesse haram, pessena rakyat” 

 (kalau sudah kyai yang menjadi kepala desa pasti nyaman, tidak 

mungkin ada kyai makan uang haram, uangnya rakyat).
23

  

 

Pernyataan yang dilontarkan H. HR bukan lagi sebatas tafsir akan 

tetapi sebuah keyakinan yang kuat bahwa, apabila seorang kyai yang 

memimpin desa akan menjadi lebih baik dan akan membawa kemajuan 

yang mendasar bagi kesejahteraan rakyat. Karena dia tidak akan ada 

seorang yang sudi mengambil hak rakyat. 

Pada satu sisi harapan dan keyakinan masyarakat atas klebun MJ 

benar-benar seperti ekspektasi. Perubahan-perubahan mendasar di dalam 

kebijakan desa benar-benar diwujudkan oleh MJ hingga sampai saat ini. 

Perubahan yang sangat tampak adalah, dari awal memimpin hingga dua 

tahun tersisa dari kepemimpinannya saat ini adalah, sektor keamanan 

desa menjadi sangat stabil, tidak ada hewan ternak masyarakat yang 

hilang. Pengelolaan keamanan yang sangat baik menjadi suatu 

pencapaian yang luar biasa dirasakan oleh semua masyarakat. Seperti 

yang dikatakan semua nara sumber bahwa, mereka semua merasa aman 

dengan naiknya MJ sebagai klebun, tidak ada satu pun nara sumber yang 

mengatakan mereka tidak merasa aman dan khawatir.
24

  

                                                           
23

 Wawancara dengan, H. Nurul, 29 januari, 2018. 
24

 Wawancara dengan masyarakat Bragung, 2018. 
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Keberhasilan di dalam pengelolaan keamanan yang sangat baik 

ini tidak lain karena legitimasi dan upaya MJ dalam mengendalikan para 

komunitas-komunitas Blater dengan cara memenuhi segala kebutuhan 

material para pelaku kriminal agar tidak sampai mengganggu keamanan 

desa, seperti yang dikatakan ML salah seorang staf desa:  

“Tokang jelen bik klebuna epacokop, monlah ngocak puto pesse usa 

pah berrik”  

 

(tukang jalan [maling/blater] oleh kepala desa dicukupi, kalau sudah 

ngomong butuh uang harus dikasih).
25  

 

Perubahan lain yang dilakukan oleh MJ yang harus diketahui 

adalah, upayanya untuk tidak melakukan tindakan eksklusi terhadap 

masyarakat yang tidak memiliki relasi politik dengannya. Klebun MJ 

sering mengatakan  

“Tak ate’pithe’agiyeh, kappi padeh tang anak kappi taka’ah se tak 

endek ka engkok,eyanggep anak kappi bik engkok”  

 

(Tidak membeda-bedakan, semua anak saya meskipun yang tidak suka 

dengan saya, dianggap anak semua oleh saya).
26

  

 

Pernyataan-pernyataan ini sering juga disampaikan oleh 

masyarakat yang memiliki afiliasi politik dengan MJ termasuk nara 

sumber yang peneliti wawancarai juga mengatakan hal yang sama 

dengan pernyataan klebun bahwa tidak akan ada eksklusi sosial yang 

akan terjadi di masa kepemimpinannya. 

                                                           
25

 Wawancara dengan, Mail, staf desa, 21, Januari 2018. 
26

 Wawancara dengan, K. Jibur, kepala desa, 28 Januari 2018. 
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Namun meski demikian, pernyataan yang berbeda disampaikan 

oleh S yang tidak memiliki afiliasi politik dengan klebun bahwa, eksklusi 

dan pembedaan pelayanan masih juga terjadi. S merujuk pada satu kasus 

yang sangat mendasar di masyarakat yaitu, pembangunan Infrastruktur 

jalan di dusun Parebbaan:  

“Cobak mon tak keng e kasusagih jelen se e laok lorong roah tak 

kerah e aspal takaah sampe bileh. Edimmah pah klebuna ngaspala 

mon tak keng dek iyeh, tak mon e daeranah tibik eyaspal ka ngatenga 

sabe”  

(Coba kalau tidak karena kasus, jalan yang di selatan jalan raya itu 

tidak akan di aspal sampai kapanpun, mana ada kepala desa 

mengaspal kalau tidak karena kasus, kalau di daerahnya sendiri 

diaspal sampe ke tengah sawah).
27

 

 

Gambar.6 

Kondisi Jalan Daerah Tereksklusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Wawancara dengan, Sabar, tokoh Masyrakat, 22 januari 2018. 
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Pernyataan yang disampaikan oleh S ini merujuk pada satu kasus 

yang menjadi barometer dasar masyarakat apakah klebun dan setiap 

rezim tidak melakukan eksklusi adalah seberapa adil dia melakukan 

pembangunan infrastruktur tertuma pembangunan atau memperbaiki 

jalan. Pernyataan kesal yang disampaikan nara sumber menyimpulkan 

bahwa, tindakan-tindakan dan segala upaya pembaharuan yang dilakukan 

oleh MJ tidak sampai pada akarnya dan hanya menyentuh permukaannya 

saja. Kondisi membuktikan bahwa, apa yang sering dikatakan oleh MJ 

untuk memprioritaskan keadilan hanyalah „jualan‟ politiknya saja. 

Gambar.7 

Kondisi Jalan Dusun Tidak Tereksklusi 

 

 

 

 

 

 

Khusus dalam kasus pembangunan infrastruktur desa, inisiasi 

seorang klebun di dalam melihat kebutuhan dan implementasi yang 

akurat menjadi suatu hal penting untuk melakukan perubahan-perubahan 

mendasar di desa, tidak seperti yang terjadi pada rezim ini, dimana 

kebijakan-kebijakan klebun masih banyak diintervensi oleh patron politik 

klebun sehingga masih banyak kasus eksklusi sosial yang terjadi, seperti 



81 
 

hal nya kebijkan pembangunan infrastruktur jalan di dusun Parebba‟an, 

dana yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastrukutur di 

daerah lawan politiknya selalu dialih fungsikan ke daerah lain karena 

banyaknya intervensi dari para patron politiknya klebun sendiri. Seperti 

yang R katakana. 

“Eyalle pessenah makkeh la depak ka begi’nah parebba’an bik klebun, 

mon tak ekabelih tahu. Ekakan ben anak buwenah kabpi, ben pel 

apelah. Pole apel parebbaan gun aburu sabe” 

(Dipindah uangnya (dana pembangunan jalan) meskipun sudah sampai 

pada giliran Parebba‟an oleh kepala desa, atau dibuat beli tahu. 

Dimakan sama anak buahnya semua, sama Apelnya. Apalgi Apel 

Parebba‟an Cuma memburu sawah [catoh]).
28 

 

Kemudian di dalam wilayah yang lain yang menjadi barometer 

masyarakat mengklaim MJ tidak berlaku adil di dalam menentukan 

kebijakannya adalah, pemilihan staf pemerintah desa yang sangat 

eksklusif berdasarkan ikatan politik, tidak berbeda dengan klebun 

sebelumnya dimana, Apel (kepala dusun) dipilih bukan secara 

transparansi dan demokratis. Apel di dusun Parebba‟an MJ memilih PS 

sebagai Apel, di dusun Banlapah klebun memilih AS sebagai Apel, 

demikian juga di dusun-dusun yang lainnya staf dusun dipilih 

berdasarkan kedekatan politik dengan klebun. Seperti inilah dampak 

rezim kuasa pada eksklusi sosial pada rezim MJ dalam peta: 

 

 

 

                                                           
28

 Wawancara dengan, Ropik, Masyarakat Bragung, 26 Januari, 2018. 
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Gambar.8 

Peta Desa Bragung dan Kelompok-kelompok yang Tereksklusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain eksklusi sosial yang masih tetap terjadi di bawah 

kepemimpinan MJ, ada temuan yang sangat menarik dalam rezim yang 

terakhir ini yakni pertarungan elit kyai yang mencapai titik paling akut 

yakni, persaingan KH. MZ yang berdiri di depan calon petahana MH, 

dengan KH. MZK yang dipilih MJ untuk menyukseskan kontestasi 

melawan MH. KH. MZK berhasil membuktikan diri lebih baik dari KH. 

MZ karena MJ berhasil memenangkan perebutan klebun. Hasil akhir ini 

sekaligus menjadi arena pertarungan antar kyai lebih jauh. Akibat 

pemilihan klebun ini, para santri/murid yang sudah lama nyantri di 

lembaga KH. MZK berbondong-bondong pindah, ada yang pindah ke 

lembaga KH. MZ dan beberapa yang pindah ke lembaga lainnya di desa 

Bragung. Seperti yang diungkapan oleh MNR, 
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“Nakkanak kabbi epangalle makle tak katomaneh, dinah makle kareh 

madrasanah ngonggut” 

(Anak-anak semua dipindah biar jera, biarkan saja tinggal 

madrasahnya saja berdiri).
29

 

 

Jadi pada dasarnya, persaingan ketat para elit politik desa 

Bragung melibatkan seluruh elemen masyarakat desa, dari lapisan paling 

bawah hingga lapisan masyarakat paling atas seperti kyai. Jadi, tidak ada 

kelompok-kelompok netral yang bisa memberika penilaian atau evaluasi 

terhadap kinerja pemerintah desa, karena semua terlibat dalam 

persaingan politik, bahkan kyai. Tidak dapat lagi dilihat sebagaiamana 

telaah Rozaki bahwa, kyai adalah segalanya di dalam masyarakat Madura 

yang mampu menjadi oase bagi segala kejumudan. 

Tabel.3 

PERIODISASI TIGA REZIM KUASA DESA BRAGUNG DAN 

BEBERAPA CAPAIANNYA
30

 

NO 

NAMA/ 

KLEBUN 

DUSUN TAHUN 

CAPAIAN 

Bentuk/tempat Bulan/tahun 

1 LF 

Lengkong 

Daya 

2005-

2009 

-Pembanguan 

irigasi (300 

m)/Lengkong 

Daya 

Juli/2007 

                                                           
29

 Wawancara dengan MNR, masyarakat dusun Parebba‟an 22 Januari 2018 
30

 Berdasarkan wawancara, dan data desa khusus untuk rezim MJ 
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-Pengerasan 

jalan/(450 

m)sumber 

tengah 

 

Oktober/2009 

2 MH Banlapah 

2009-

2013 

-pembangunan 

irigasi (500 

m)/parebbaan 

Maret/2010 

-kamar mandi 

umum 

(9)/Parebbaan & 

Banlapah 

Desember-

Ferbruari 

2011 

-Pengaspalan 

jalan (1 km) 

m)/parebban 

Agustus-

November 

2011 

-penegerasan 

jalan (400 

m/650 

m)/parebbaan&

Banlapah 

Pembangunan 

Balai Desa 

2011 
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3 MJ 

Lengkong 

Timur 

2013-

Hingga 

sekarang 

-Pengaspalan 

jalan (1,5 

km)/Lengkong 

Timur 

Juni/2014 

-Pengaspalan 

jalan (800 

m)/angsanah 

Februari/201

5 

-pengaspalan 

jalan Lengkong 

Daya (900 m) 

Oktober 2016 

-Pemberian 

Grinjing (7) 

Lengkong Barat 

Desember 

2016 

-Pembangunan 

jalan (1 

km)/lengkong 

Laok 

Pembangunan 

Balai Desa 

April 2017 

 

 

Januari 2018 
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B. Ketimpangan Relasi Kuasa dan Eksklusi Sosial 

Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita paling nyata untuk merajut 

tatanan sebuah desa agar menjadi lebih baik. Namun sayang, cita-cita ini 

tidak berbanding lurus dengan kenyataan dinamika politik yang berkembang 

dari waktu ke waktu. Dari rezim ke rezim itikad politik yang ditunjukkan elit 

pemerintah desa Bragung, semakin menyudutkan masyarakat kecil sebagai 

pihak yang paling banyak dikorbankan dan dirugikan. Perkembangan politik 

dengan Iklim dan budaya politik yang sama serta menuju pada siklus yang 

tetap sama pula, menjadi sebuah bukti bahwa selain agama dan etnis, politik 

juga memberikan sumbangsih besar terhadap fenomena peminggiran, 

eksklusi sosial dan segala bentuk ketidakadilan yang diberikan kepada 

masyarakat selama ini.  

Kondisi inilah yang dialami oleh masyarakat desa Bragung yang tidak 

memiliki kedekatan politik atau relasi kuasa dengan seorang klebun, mereka 

tidak memiliki pilihan untuk menentukan atau menyampaikan haknya. 

Kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh desa dalam setiap rezim akan 

mengarah pada peminggiran kelompok-kelomok tertentu berdasarkan relasi 

politik atau relasi kuasa. 

Fenomena politik yang ditunjukkan dalam tiga rezim kuasa yang 

sudah dan sedang berlangsung di desa Bragung ini, mendeskripsikan begitu 

besar bahwa setiap relasi kuasa akan menciptakan sebuah ketimpangan relasi 

di dalam setiap sektor, termasuk di dalam sebuah manifestasi kebijakan yang 

dibangun oleh setiap rezim. Ketimpangan relasi kuasa ini akan mendorong 
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terjadinya eksklusi sosial yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat 

desa Bragung.  

Relasi kekuasaan yang dapat membentuk sebuah sistem sekaligus 

mengisolasi kelompok-kelompok masyarakat desa Bragung terhadap 

kekuasaan itu, menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri pada tiga rezim 

kuasa di desa Bragun yakni, LF, MH, dan MJ.  

Setiap rezim yang berkuasa di desa Bragung menciptakan sistem dan 

isolasi terhadap kekuasaan yang tidak sama, seperti halnya ketika rezim kuasa 

klebun LF, sistem kekuasaan yang dibangun adalah, untuk menciptakan 

sistem,  yakni sistem melanggengkan kekuasaannya dengan memberikan 

kebijakan yang sangat istimewa kepada masyarakat dusun Lengkong Daya 

dan Angsanah sebagai dusun yang memiliki relasi kuasa dengannya. 

Kemudian pada sisi yang lain, masyarakat dusun Parebba‟an dan Banlapah 

menjadi korban relasi kuasa itu sendiri, dimana isolasi yang massif terjadi 

pada dua dusun ini. 

Kasus hukum kriminalitas yang menimpa AD menjadi bukti nyata 

bahwa, pelayanan kepada masyarakat dusun Parebba‟an sebagai daerah yang 

cenderung menjadi basis kekuatan politik MH, ter-eksklusi samasekali oleh 

klebun LF. 

Edimmah engkok lambek adek tak se atanyah kanah, renyare tibik 

pangetekan.
31

 

(mana ada, dulu saya tidak ada semakali yang bertanya, mencari sendiri 

tempat berlindung) 

 

                                                           
31

 Wawancara dengan, Adi, masyarakat, 25 Januari, 2018. 
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Perubahan sistem dan implikasi dinamika politik ini juga berubah, 

ketika rezim MH yang berkuasa, dimana kekuatan-kekuatan politik yang 

dimiliki MH berada di kawasan dusun Parebba‟an dan Banlapah secara 

dominan, menjadikan dua dusun ini sebagai dusun yang paling diperhatikan 

oleh klebun dan akses pelayanan desa selalu terbuka untuk mereka. Namun 

sebaliknya, masyarakat Lengkong Daya dan Angsanah menjadi korban dari 

kemenangan MH, karena mereka tidak memiliki kedekatan politik atau relasi 

kuasa dengan MH, sehingga mereka terisolasi dan tereksklusi dari setiap 

kebijakan-kebijakan desa di rezim Hember. 

Contoh kasus dalam rezim kuasa MH adalah, ditolaknya AGW untuk 

ikut serta dalam kegiatan desa, untuk mengangkat penyakit katarak pada 

waktu itu. AGW secara tidak sadar „dipenggal‟ haknya oleh klebun MH untuk 

sama-sama menikmati haknya sebagai warga masyarakat desa Bragung, 

karena iklim politik yang menumbuh-suburkan eksklusi sosial. 

Hal yang sama juga terjadi pada rezim kuasa klebun  MJ saat ini. 

Meski tidak terlalu nyata implikasi ketimpangan relasi kuasa yang terjadi saat 

ini, namun relasi birokratis masih tetap melahirkan sebuah eksklusi yang 

sama dengan rezim sebelumnya. Seperti halnya, kebijakan tidak transparan 

dan tidak demokratis MJ dalam memilih staf desa, dan yang paling utama 

adalah pemilihan Apel (kepala dusun), masih tetap sama seperti rezim kuasa 

sebelumnya yaitu, berdasarkan relasi politik. Jadi harapan masyarakat MJ 

akan membawa sebuah perubahan mendasar, tidaklah tepat, karena 

ketimpangan relasi kuasa masih terlalu kuat untuk ditinggalkan oleh MJ. 
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Meski pada satu sisi, MJ sering menyampaikan niatnya untuk 

melakukan pembaharuan di desa Bragung dengan berupaya untuk tidak 

menciptakan garis-garis pemisah politik atau politik patron-klien dengan 

sering mengatakan:  

“Masyarakat disah Bragung kabpi padeh tang anak, tak 

ethe’phite’agiyeh” 

 (Masyarakat desa bragung semuanya anak saya, tidak akan dibeda-

bedakan).
32

  

 

Akan tetapi di dalam implementasinya, hal-hal fundamental yang 

berkaitan dengan sistem rezim, sering membuat klebun dan staf-stafnya lupa 

akan cita-cita politiknya sendiri. Rendahnya inesiatif untuk membangun 

dusun yang tidak berada di dalam garis politiknya—baik untuk membangun 

infrastruktur, ekonomi dan lainnya—sangatlah rendah, berbeda dengan 

responsibilitas dan inesiasi pembangunan yang ditunjukkan klebun di daerah-

daerah yang memiliki kedekatan politik, sangat amatlah tinggi. Seperti 

contohnya adalah, pembangunan jalan di dusun masyarakat Parebba‟an yang 

seharusnya didahulukan oleh klebun untuk meningkatkan kualitas 

kesejahteraan masyarakat, tidak direspon dengan bijak oleh klebun sebelum 

ada gerakan oposisi frontal oleh masyarakat Parebba‟an. Jadi, cita-cita klebun 

MJ untuk tidak menciptkan garis-garis politik hanya merupakan langkah 

untuk mempertahankan kekuasaannya. 

Seperti yang dikatakan oleh NS:  

“Jalan e dinnak olle lah mon tello taon deri k. Jibur se tettih, sampe 

sateyah tak kerah e aspal mon tak keng bedeh kasus”  

                                                           
32

 Wawancara dengan, Mail, Staf Desa, 21 januari, 2018 



90 
 

(Jalan di sini sudah tiga tahun semenajak K. Jibur jadi (kepala desa) 

sampai sekarang tidak akan di aspal kecuali ada kasus)
 33

,  

 

Kasus yang dimaksud oleh narasumber ini adalah, isu yang dibangun 

oleh beberapa orang masyarakat dusun Parebba‟an secara tidak sengaja mem-

posting kondisi jalan di dusun Parebaan yang rusak parah. Akhirnya kolom 

komentar di dalam media sosial ini menjadi beragam dan menggerakkan 

klebun untuk segara melakukan pengaspalan jalan di dusun ini, sebelum isu 

itu menjadi lebih luas dan akan menimbulkan masalah. 

Apa yang dikatakan oleh NS terkait dengan inisiasi seorang klebun di 

dalam melihat kondisi suatu masyarakat memang tidak komprehensif, dimana 

kondisi yang terjadi di dusun-dusun oposisi politiknya tidak mendapatkan 

perhatian yang maksimal. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

pengaspalan jalan yang dilakukan oleh klebun di dusun ini pada bulan 

Februari lalu, karena adanya kritik yang dilakukan oleh beberapa orang 

melalui akun media sosial (namun diketahui unggahan itu sudah dihapus saat 

ini). kondisi ini berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang berdiri di garda 

depan untuk klebun MJ, pembangunan insfrastuktur dusun sangat massif 

dilakukan, hingga ke pelosok-pelosok, ke tengah sawah yang terpencil telah 

dilakukan pembangunan jalan yang dapat membantu terhadap perkembangan 

pertanian dan ekonomi masyarakat di dusun tersebut. Fakta ini menunjukkan, 

bahwa kekuatan politik desa memberikan implikasi signifikan terhadap arah 

dan perkembangan kehidupan masyarakat Bragung. Oleh sebab itu, rezim MJ 

                                                           
33

 Wawancara dengan, Nasir, masyarakat Bragung, 27 Januari, 2018. 
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saat ini, tetap menciptakan eksklusi sosial, peminggiran, marjinalisasi dan 

kemiskinan di desa Bragung.  

Sikap politik para elit lokal desa Bragung ini, berujung pangkal pada 

terciptanya kelas-kelas yang akan terdiskriminasi atau terpinggirkan dari 

kekuasaan. Dalam ranah individu misalnya, TJ, AGW, AD dan MF adalah 

salah satu dari sekian banyak masyarakat yang ditutup aksesnya untuk 

mendapat pelayanan yang sama. Kemudian di level kelompok misalnya, para 

elit lokal khususnya klebun yang sedang memimpin desa mempunyai data 

akurat dimana kelompok-kelompok mobilitas politiknya berada, sehingga 

konsekuensinya adalah, peminggiran kelompok-kelompok lain yang tidak 

memiliki garis politik dengan kekuasaanya. Pun juga dengan kebijakan-

kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah desa Bragung, seperti kebijakan 

pembangunan infrastruktur desa yang cenderung tidak adil dalam setiap 

rezim. Hal ini menyimpulkan bahwa, budaya politik (relasi kuasa) memantul 

menjadi sikap, yang berakhir pada eksklusi sosial. 

Proses dinamisasi eksklusi sosial di desa Bragung kita bisa 

melihatnya, saat ketika selalu berubahnya kelompok-kelompok minoritas 

yang tereksklusi seiring dengan pergantian rezim yang terjadi di desa. Tujuh 

dusun yang ada di desa Bragung telah sama-sama mengalami peminggiran 

dan eksklusi untuk mendapatkan akses ke dalam institusi kekuasaan seperti 

yang dikatakan oleh Bieron dan Piron. Dusun Parebba‟an, Banlapah 

tereksklusi ketika rezim LF memimpin, dan dusun Angsanah, Lengkong 

daya, Laok, Temor, mendapatkan askes yang luas ke dalam institusi yang 
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dipimpin oleh kuasa LF. Akan tetapi sebaliknya, ketika rezim MH 

memimpin, dusun Angsanah, dan Lengkong secara keseluruhan mengalami 

eksklusi dan tidak mendapat pelayanan yang sama dengan dusun parebba‟an 

dan Banlapah.  

Hal yang sama juga terjadi pada bagian-bagian kelompok masyarakat 

ketika kekuasaan ada di tangan MJ, dusun Parebba‟an dan Banlapah 

mengalami eksklusi. Oleh sebab itu, eksklusi sosial menggiring individu atau 

kelompok secara paksa untuk tidak terlibat dan tidak memiliki peran yang 

sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta untuk menyampaikan 

hak untuk keluar dari diskriminasi dan keterasingan dari kebijakan dan 

kekuasaan itu sendiri. Oleh sebab itu, ketimpanga relasi kuasa mutlak adalah 

akar yang tumbuh-berkembang menyuburkan eksklusi sosial di desa 

Bragung. 

Pada dasarnya eksklusi sosial adalah suatu kondisi yang 

multidimensional, artinya ia memiliki keterkaitan antara satu dimensi dengan 

dimensi lainnya atau satu dimensi akan berpengaruh banyak terhadap dimensi 

lainnya. Dimensi eksklusi sosial yang terjadi di desa Bragung dapat 

disederhanakan dengan klasifikasi eksklusi sederhana ini: 

Tabel.4 

DIMENSI EKSKLUSI SOSIAL DESA BRAGUNG 

Dimensi 

eksklusi 

Ciri-ciri Kasus yang terjadi 

Individu Pendidikan, Pendidikan: MSF tidak mendapat 



93 
 

kesehatan, 

Pelayanan 

pendapingan 

Hukum 

pelayanan adminstrasi mengurus 

surat keterangan miskin untuk 

persyaratan masuk perguruan 

tinggi karena tidak mendukung 

rezim kuasa. (rezim MH) 

Kesehatan: AGW tidak 

mendapatkan Pelayanan 

kesehatan pengangkatan penyakit 

katarak karena tidak mendukung 

rezim (rezim MH) 

Pelayanan pendapingan Hukum: 

AD tidak mendapatkan pelayanan 

Advokasi hukum terkait dengan 

kasus Kriminal karena tidak 

memiliki relasi politik dengan 

rezim (rezim LF) 

Sosial 

Hancurnya relasi 

sosial 

Akibat dari kerasnya politik 

hubungan saudara antara RTS 

dengan ML menjadi rusak. 

Hubungan tali silaturahmi yang 

baik menjadi rusak hingga 

halaman rumah mereka dipecah 

menjadi dua bagian, dengan cara 
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ditanami pohon pisang di bagian 

tengahnya. Mereka sama-sama 

menjadi ingin tidak melihat satu 

sama lain karena perbedaan 

pandangan politik. Budaya 

solidaritas yang menjadi karakter 

orang Bragung menjadi hancur 

tidak berarti samasekali.  

Ekonomi 

Kelangkaan 

sumber 

Fasilitas-fasilitas desa hanya 

digunakan oleh sebagian 

kelompok saja, seperti 

pembangunan kamar mandi 

umum tidak dibangun di area 

yang strategis tetapi di bangun di 

rumah pendukung (rezim MH) 

Sosial-ekonomi-

politik 

Kemiskinan, 

marginalisasi 

politik, 

aktivitas berpolitik 

terbatas. 

 

Pemilihan staff desa berdasarkan 

relasi politik patrone-klien, tidak 

demokratis (terjadi di tiga rezim) 

Tidak bisa menyampaikan 

aspirasi politik (terjadi pada tiga 

rezim) 
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Ketidakadilan 

birokrasi dalam 

pembangunan 

desa 

Pembangunan irigasi hanya 

dilakukan di daerah Lengkong 

Daya dan di Dusun Parebba‟an 

dan Banlapah tidak samasekali 

(rezim LF) 

Distribusi raskin tidak adil, terjadi 

pada Tije dan Fathor dan warga 

dusun Lengkong Angsanah 

lainnya (rezim MH) 

Pengaspalan jalan hanya 

dilakukan di daerah Lenkong, dan 

Angsanah, Sementara Parebba‟an 

sangat sulit (rezim MJ) 

Institusi dan 

Organisasi 

Kebijakan 

Kebijakan yang tidak transparan, 

hanya diketahui oleh masing-

masing kroni setiap rezim, seperti 

kebijakan pengelolaan tanah kas 

desa (terjadi pada tiga rezim; LF, 

MH, MJ) 

 

Berdasarkan deskripsi eksklusi sosial yang terjadi di desa Bragung di 

atas, dapat memberikan satu gambaran bahwa, eksklusi sosial yang terjadi di 

desa Bragung tidak dapat dilihat secara sepihak, karena masing-masing 
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dimensi eksklusi memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi. Kondisi ini 

sekaligus menunjukkan bahwa, persoalan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat atau di dalam suatu keluarga atau kelompok tertentu sangatlah 

kompleks dan dapat dilihat dari setiap dimensi yang ada. 

Oleh sebab itu, eksklusi sosial yang terjadi di desa Bragung 

berdasarkan penelitian yang digali dari lapangan, dapat dilihat dari akumulasi 

pendapatan yang rendah akibat eksklusi yang terjadi, kondisi yang lemah atau 

dilemahkan oleh sistem kuasa, fasilitas masyarakat yang disediakan oleh 

birokrasi desa tidak proporsional dan cenderung timpang, peran serta terbatas 

dan tidak bebas untuk terlibat di dalam menentukan kebijakan desa, 

tertutupnya peluang untuk terlibat dalam peran sosial yang semestinya di 

dalam aktivitas desa, keterpecahan sosial dan ketidakharmonisan di tengah-

tengah masyarakat. Kondisi ini tentu akan menyebabkan kemiskinan dalam 

arti yang sangat luas di masyarakat. Masyarakat yang tereksklusi secara sosial 

tidak hanya akan mengalami kemiskinan meteril tetapi juga akan miskin 

sosial akibat terpecah-pecahnya ikatan-ikatan sosial akibat ketimpangan relasi 

kuasa yang menjadi landasan politik elit lokal di desa Bragung. 

Implikasi dari eksklusi sosial yang didorong oleh iklim politik yang 

termanifestasi di dalam ketimpangan relasi kuasa di dalam setiap rezim yang 

berkuasa di desa Bragung adalah, kegandrungan masyarakat untuk melakukan 

urbanisasi dan migrasi. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa Bragung 

ini tidak lain adalah sebagai langkah logis untuk mengatasi perekonomian 
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yang cenderung tidak bisa berkembang di desa Bragung akibat kerasnya 

politik desa.  

Seperti yang dikatakan oleh AD:  

“Mangkanah oreng kappi nabuy ka lowar nyare lakoh. Mon la neng e 

disanah tibik gun angagah engak angguk tak epecek, klebun tak kerah 

makenyang”  

 

(Makanya semua orang berhamburan ke luar mencari kerja. Kalau di desa 

sendiri Cuma „mangap‟ seperti anggu’ (alat untuk mencabut jengggot) 

tidak dipencet, kepala desa tidak membuat kenyang).
34

 

 

Pernyataan yang disampaikan oleh AD mengindikasikan bahwa, 

tatanan politik serta kebijakan yang diproduksi oleh kepala desa yang 

memimpin desa, tidak berpihak kepada rakyat. Pengembangan desa hanya 

sebatas untuk orang-orang yang mempunyai kedekatan politik, sehingga yang 

bisa menikmati fasilitas-fasilitas desa hanyalah mereka yang memiliki ikatan 

relasi kuasa, seperti halnya,  penguasaan dan pengelolaan atas tanah kas desa 

atau disebut catoh oleh masyarakat desa Bragung hanyalah milik Apel (kepala 

dusun) yang tidak lain adalah kroni klebun sendiri. 

Pada akhirnya, kita dapat melihat satu kondisi yang sebenarnya tidak 

berubah dari waktu ke waktu, dari rezim lama hingga razim baru memimpin, 

arus politik yang menciptakan ketimpangan relasi kuasa di desa Bragung 

mendorong lahirnya eksklusi sosial. Kesempatan masyarakat untuk terlibat 

dalam dinamika politik desa Bragung ditentukan oleh kedekatan relasi kuasa 

dan samasekali menjadi tertutup untuk kelompok-kelompok masyarakat 

                                                           
34

 Wawancara dengan, Adi, Masyarakat desa Bragung, 25 Januari 2018. 
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kalangan bawah atau kelompok masyarakat yang tidak punya kedekatan 

politik dengan klebun. 

Satu kenyataan yang paling tampak bahwa, wilayah politik hanya 

milik mereka yang punya relasi politik dengan klebun dan tidak untuk 

masyarakat secara umum adalah, pemilihan fungsionalis-fungsionalis desa 

dan staf-staf klebun ditentukan oleh seberapa dekat posisi seseorang dengan 

klebun secara politik. Kenyataan ini telah ditemukan di desa Bragung, ketika 

klebun LF yang memimpin desa maka staf dan semua pengurus desa adalah 

mereka para patron politiknya LF, Apel yang dipilih LF adalah SJ untuk 

dusun Parebba‟an, ABD, AGWR dan SN adalah aktor politik yang diangkat 

menjadi Apel oleh klebun LF. Beberapa aktor yang ditunjuk oleh klebun ini 

bukan diangkat berdasarkan kualifikasi yang kredibilitasnya terbukti bisa 

menjadi panutan di daerah-daerah itu, tetapi berdasarkan ikatan politik dan 

mau menjadi „hamba‟klebun. Demikian halnya yang terjadi dengan dua 

klebun lainnya yang memimpin, semua berjalan dan diatur berdasarkan 

kekuatan relasi politik. 

Strategi rekrutmen politik yang diambil oleh para klebun dalam setiap 

rezim ini sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan, seperti yang 

dikatakan oleh Surbakti bahwa, rekrutmen politik merupakan seleksi dan 

pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang 

untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya 

dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan 

dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi 
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rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab 

tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup 

sistem politik akan terancam. 

Pada sisi yang sama relasi kuasa atau relasi dominasi akan selalu 

diproduksi dalam setiap moment secara terus-menerusdi desa Bragung, dan tipe 

relasi kuasa yang terjadi di desa Bragung adalah tipe relasi kuasa yang disebut 

sebagai relasi domansi. Akibatnya adalah eksklusi sosial terjadi pada 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu pula. Ketika kondisi ini terjadi, kita 

akan dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu: 

Pertama, kehidupan sosial ekonomi politik dikuasai arus utama (main 

stream) yang tidak mudah dimasuki oleh kelompok sosial tertentu dalam 

masyarakat paling bawah (underclass), sehingga mereka mengalami deprivasi 

dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Dalam bidang sosial hak-haknya 

diabaikan, sehingga menyulitkan dia untuk dapat memenuhi kebutuhan 

ekonominya. Dalam bidang ekonomi ada sistem yang secara langsung atau 

tidak langsung menghalangi kelompok sosial tertentu dalam masyarakat 

untuk mobilitas sehingga mereka terperosok ke lapis paling bawah 

(underclass). Dalam bidang politik tampak persoalan besar karena 

ketimpangan relasi kuasa mengakibatkan masalah-masalah diskriminasi yang 

terkait dengan kedekatan politik atau relasi kuasa sendiri, yang mendorong 

kelompok-kelompok masyarakat tertentu terkucilkan dari peluang untuk 

berkembang. Ini adalah bukti konkrit bahwa, tiga tipe relasi kuasa Foucaut 

yakni, relasi kuasa dalam bentuk „permainan strategi‟, relasi dominasi, dan 
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govermentaly, sudah berjalan dengan sedemikian rupa, bahkan lebih 

cenderung pada sifat relasi dominasi. 

Realitas politik dan birokrasi yang ditunjukkan dalam tiga rezim 

kuasa di desa Bragung, menyimpulkan tiga faktor yang disebutkan di atas 

sudah tampak dan bekerja dengan demikian kuat, menyebabkan masyarakat 

mengalami keterasingan dari birokrasi, kemiskinan yang semakin bertambah 

dan penutupan akses-akses terhadap layanan desa juga semakin massif. 

Kondisi inilah yang menuntut masyarakat untuk mengambil alternatif lain 

seperti merantau ke derah lain bahkan ke luar negeri, adalah pilihan lain yang 

akan membuat masyarakat akan terasing dari „tanah‟ sendiri. Akibat yang 

paling jauh dari kondisi ini adalah, tidak tersentuhnya potensi-potensi 

ekonomi yang ada di desa, bahkan kondisi pertanian cenderung tidak 

maksimal karena kondisi tanah yang sudah tidak mendapatkan perhatian yang 

maksimal dari masyarakat karena lebih memilih untuk merantau. 

Ke dua, adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat yang 

memantul mejadi sebuah keyakinan bahwa, kebijakan yang diproduksi oleh 

satu rezim kuasa lebih baik dan benar daripada kebijakan desa yang lahir dari 

rezim kuasa lainnya. Hal ini terjadi sebagai kodrat eksklusi sosial seperti 

dalam perkembangan konsep ini lahir di Barat. Terdapat perbedaan 

pandangan dan cara menjelaskan gejala sosial yang terkait eksklusi sosial itu 

sendiri. Yang satu menganggap bahwa kebijakan sosial di Amerika Serikat 

sudah mendorong berkembangnya eksklusi sosial di kalangan warga kulit 

hitam, yang lain mengatakan justru sebaliknya. Begitu pula di Inggris tentang 
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eksklusi sosial yang dihadapi oleh warga kulit hitam dan perempuan yang 

bekerja dan yang sementara yang lain menyimpulkan lain. Perbedaan 

pandangan ini murni telah terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan 

implikasinya adalah, berkembangnya potensi-potensi disentegrasi sosial di 

masyarakat. 

Perbedan-perbedaan pandangan ini, sesuai dengan landasan dasarnya 

bahwa, eksklusi sosial didasarkan pada relasi sosial, akan mendorong 

keterputusan relasi sosial itu sendiri karena menggejalanya perbedan-

perbedaan pandangan di tengah-tengah masyarkat, bahkan tidak jarang 

perbedaan pandangan itu tumbuh-berkembang menjadi sebuah kebencian 

yang semakin membesar dari waktu ke waktu seperti yang saat ini dialami 

oleh ML dan RTS, dua saudara yang berbeda pandangan politik telah sama-

sama menutup rapat pintu  persaudaraan mereka. 

Sistem politik yang eksklusif hanya menjadi wahana bagi kelompok-

kelompok yang memiliki kedekatan politis dengan seorang klebun, serta 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh desa, hanya dapat dimanfaatkan oleh 

sebagian kalangan yang memilik relasi kuasa dengan klebun, serta 

peminggiran terhadap kelompok-kelompok masyarakat minoritas untuk 

mendapatkan akses dan pelayanan desa yang sama dengan masyarakat pada 

umumnya, mendorong untuk tumbuh-kembangnya akar-akar kemiskinan di 

dalam masyarakat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, kemiskinan yang dialami 

oleh masyarakat desa Bragung, yang mendorongnya untuk mengambil 
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langkah „merantau‟ untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi, didorong 

karena struktur sosial, dimana politik memiliki andil besar terhadap 

kemiskinan yang terus berlanjut hingga sampai saat. Iklim politk yang 

membatasi masyarakat untuk terlibat secara utuh dalam segala bentuk 

aktivitas sosial seperti masyarakat pada umumnya adalah bentuk lain dari 

peminggiran dan diskriminasi, selain fasilitas-fasilitas lain yang ditutup 

aksesnya oleh birokrasi desa seperti halnya pembangunan infrastruktur desa, 

seperti jalan dan pembangunan irigasi yang tidak merata memberikan dampak 

signifikan bagi perkembangan pertanian dan perekonomian masyarakat, 

sekali lagi hal ini karena sistem relasi kuasa dalam dinamika sosial-politik 

desa Bragung bersifat dominasi bukan demokrasi.  

Hal ini dialami oleh hampir semua dusun di desa Bragung dalam 

setiap rezim. Irigasi yang tidak dibangun secara merata berakibat pada 

kondisi dan kualitas hasil panen masyarakat terutama ketika musim 

tembakau, dimana kondisi irigasi yang tidak baik akan menyulitkan petani 

untuk mengakses air yang dibutuhkan dan hal itu sangat berdampak pada 

kondisi kualitas tembakau ketika dipanen. kondisi ini diungkapkan oleh 

SWN:  

“Se madepa’ah aeng ka sabe geleh ekapateah, buruk cek benyak en 

kemmah gik se reppu’en”  

(Akses air ke sawah sampe kayak mati, bolongan di irigasi (buruk 

adalah kondisi irigasi yang buruk berlubang-lubang membuat aliran air 

tidak stabil) sangat banyak apalagi masih ada rebutan air).
35  
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 Wawancara dengan, Sawan, Masyarakat desa, 19 Januari 2018. 
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Apa yang dikatakan oleh SWN ini menunjukkan bahwa, fasilitas yang 

dimiliki desa tidak dibangun dengan adil serta dengan kualitas yang kuat oleh 

pemerintah desa. Kenyataan ini terjadi pada setiap rezim kuasa. 

Sementara pembangunan jalan atau pengaspalan jalan juga sangat 

menentukan terhadap pertanian masyarakat. Dengan jalan yang tidak layak, 

bahkan jika tidak ada akses jalan ke ladang sawah para petani, biaya 

operasional pertanian akan menjadi semakin membengkak. Misalnya,  

mengangkut pupuk ke sawah harus dengan aderrep (membayar pekerja), 

karena tidak ada akses jalan ke sawah untuk mengangkut pupuk memakai 

mobil yang akan lebih hemat biaya dan lebih efisien seperti yang ada di 

daerah-daerah Lengkong, daerah dimana basis kekuatan klebun terpetakan di 

dalam arena politik desa. Pun juga ketika masuk waktu panen, mereka tidak 

bisa mengangukut hasil panen dengan cara yang lebih efisien dengan biaya 

yang lebih sedikit.  

SWN menambahkan terkait hal ini:  

“Iya nyaman mon lorong sok masok ka sabe, jekreng derrepen minglah 

sapedduk sateya seket ebuh (50 ribu) mon motor kan paling lah 

sagemik sampek tellopolo”  

(Iya enak kalau jalan masuk ke sawah, kan biaya sewa pekerja dalam 

setengah hari (dari jam 7 sampe jam 12/waktu dzuhur) sekarang 50 

ribu, kalau mobil kan paling 25 sampai 30 ribu).
36

  

 

Apa yang disampaikan oleh Sawan ini menjadi manifestasi sebuah 

konsep yang menjadi fakta, dimana eksklusi sosial merupakan sebuah kondisi 

yang memiliki keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya; 
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dimensi politik, ekonomi, dan sosial, memiliki keterkaitan satu sama lain 

yang saling mempengaruhi. 

C. Eksklusi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Bragung 

Eksklusi sosial dan kesejahteraan sosial pada satu sisi adalah dua 

konsep yang berbeda, tetapi pada sisi yang lainnya, dua konsep ini mewujud 

dalam satu entitas yang sama yaitu sebagai alat untuk memotret kondisi 

kehidupan manusia secara umum di dalam ritual sosial. Jika eksklusi sosial 

berusaha melihat kondisi sosial masyarakat melalui perspektif negatifitas, 

sesuai dengan definisi konsep ini dalam konteks yang lebih luas yaitu, proses-

proses menghalangi atau menghambat indvidu, keluarga, dan kelompok dan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, 

ekonomi, politik, budaya di dalam sebuah ritual sosial yang utuh.  

Sedangkan kesejahteraan sosial berangkat dari perspektif positif, 

untuk melihat dan mengukur kondisi masyarakat yang ada di dalam aktivitas 

sosial melalui tiga dimensi yaitu, level mikor (individu dan keluarga), level 

mezzo (komunitas dan kelompok), dan level makro yang mencakup 

masyarakat lebih luas (society) termasuk di dalamnya adalah politik dan 

sistem kebijakan. Individu atau kelompok akan dianggap sejahtera dalam 

perspektif kesejahteraan sosial apabila sudah berfungsi secara sosial. Jadi 

kesejahteraan sosial seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomer 11 

tahun 2011 tentang kesejahteraan sosial bahwa, kondisi sejahtera itu meliputi 

tiga aspek yaitu, aspek spiritual, material dan sosial. Dengan terpenuhinya 

tiga aspek kesejahteraan ini akan tercipta suatu kondisi yang disebut sebagai 
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social order (keteratura sosial). Lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah 

kondisi sosial masyarakat desa Bragung dapat dikategorikan sebagai 

masyarakat yang sejahtera dalam konteks ini?  

Dalam hal ini teori kesejahteraan sosial Tony Fitzpatrick yang 

digunakan untuk memotret kondisi sosial masyarakat Bragung, akan 

memberikan indikasi-indikasi penting apakah masyarakat masuk kategori 

sejahtera atau tidak. 

Pertama, aspek kebahagiaan. Dalam perspektif kesejahteraan social 

Tony Fitzpatrick, aspek ini didefinisikan sebagai kondisi yang terkait dengan 

pengalaman mental dan kondisi fisik. Dalam aspek yang pertama ini, 

Fitzpatrick cenderung melihat kebahagiaan seorang dengan disabilitas. Tetapi 

dalam konteks yang lebih luas, kebahagian dapat kita tendensikan pada 

kondisi dasariah seseorang merasakan kebahagian. Sementara kebahagian itu 

sendiri adalah puncak dari hirarki kebutuhan manusia yang paling tinggi 

termasuk kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti 

sandang, pangan dan papan serta merasa aman. 

Pada aspek yang pertama ini,berdasarkan observasi dan asumsi 

masyarakat desa Bragung terkait dengan implikasi politik relasi kuasa ini, 

kita dapat menyimpulkan semua masyarakat yang bermukim di desa Bragung 

tidak „bahagia‟.
37

 Kebahagian masyarakat di desa Bragung bersifat 

relativistik, tergantung pada rezim kuasa. Jadi akan ada kelompok-kelompok 
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 Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat, dan observasi di lapangan 

yang dimulai dari bulan Januari hingga Maret 2018. 
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masyarakat yang tidak dapat mendapatkan kebahagian yang kontinu sekaligus 

tidak akan ada kebahagiaan yang akan bertahan di desa Bragung.  

Beberapa contoh yang bisa kita ambil adalah, ketika LF memimpin 

desa, dalam kasus individu adalah, kasus hukum yang tertangkap melakukan 

tindakan kriminal pencurian hewan ternak masyarakat, tidak mendapatkan 

advokasi atau bantuan hukum dari LF yang memiliki legitimasi kuat kepada 

pihak kepolisian karena, AD bukan pendukung politik LFi. Kasus yang lebih 

luas atau kasus di level mezzo atau makro adalah, kebijakan-kebijakan LF 

yang tidak populis dan tidak adil di dalam pembangunan infrastruktur desa, 

dimana dusun Banlapah dan Parebba‟an samasekali dipinggirkan dan 

diasingkan dari kebijakan-kebijakan birokratisnya. 

Hal yang sama juga terjadi pada dua rezim setelahnya, MH, MJ juga 

tidak membiarkan masyarakat untuk menentukan kebahagian mereka dengan 

memberikan akses yang sama kepada kekuasaan desa. Oleh sebab itu, 

berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat, kita dapat mengatakan 

bahwa masyarakat desa Bragung tidak bisa mengakumulasi kebahagiaan, 

sesuai dengan persepektif kesejahteraan yang pertama ini, dimana 

kebahagiaan seseorang bersifat subjektif tergantung pengalamannya, dan 

pengalaman masyarakat Bragung terhadap akses sumber kebahagiaan itu 

selalu berubah dalam rentang waktu terntu sesuai dengan kondisi politik. 

Ke dua, aspek jaminan. Aspek ke dua ini menyangkut pendapatan, 

pekerjaan, dan perumahan. Khusus dalam kasus yang terjadi desa Bragung 

adalah, terletak pada penguasaan atas fasilitas-fasilitas desa yang berdaya 
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ekonomi tinggi yaitu, tanah kas desa. Tanah kas desa atau dalam istilah 

Madura disebut tana Catoh, hanya boleh dikuasai oleh patron politiknya 

klebun. Lebih tepatnya, tanah kas desa atau catoh itu dijadikan sebagai mahar 

politik yang dikelola oleh para Apel (kepala dusun). Langkah ini tentu sebagai 

upaya untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan seorang kelbun. 

Padahal jika dilihat lebih jauh fungsi catoh, dapat dijadikan sebagai sumber 

kekuatan untuk mengeluarkan masyarakat dari ancaman kemiskinan. Karena 

jaminan yang dikatakan oleh Fitzpatrick merupakan suatu sistem  yang dapat 

mencegah seseorang dari kerentanan (insecurity) dalam kehidupannya. 

Jaminan dapat diterapkan pada tingkat individu maupun masyarakat. Jadi 

seandainya, klebun dapat melihat secara objek-idealistik kebijakan-kebijakan 

desa, tanah catoh dapat dialokasikan sebagai sebuah jaminan kepada 

masyarakat miskin desa yang tidak memiliki lahan untuk dikelola, untuk 

mencegah ancaman kerentanan. Akan tetapi sayang, kerasnya dinamika 

politik dan ketimpangan relasi kuasa, mendorong klebun untuk mengeksklusi 

dan tidak bisa melahirkan kebijakan yang adil. 

Ke tiga, aspek pilihan. Aspek ini berkaitan erat dengan kesempatan 

sosial (social opportunity) yang dapat diraih di dalam kehidupan. Semakin 

banyak pilihan yang dimiliki maka semakin mendekati kesejahteraan. Pilihan 

tidak hanya pada aspek ekonomi, melainkan juga pada aspek sosial dan 

politik. Aspek kesempatan pilihan yang ada di desa Bragung sangatlah sempit 

bahkan cenderung tidak ada. Khususnya di dalam ranah politik. Semua 

kesempatan diblokade oleh klebun dan para antek-anteknya. Contoh kasus 
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yang paling kuat untuk menggambarkan tertutupnya kesempatan untuk 

memilih adalah, pemilihan staf-sataf desa termasuk para Apel, tidak dilakukan 

secara demokratis dan transparan sesuai dengan kapasitas seseorang, tatapi 

ditentukan oleh kedekatan relasi kuasa. Sejauh masyarakat memiliki ikatan 

politik dengan rezim sejauh itu pula ia memiliki kesempatan pilihan di dalam 

politik desa 

Ke empat, aspek kebutuhan. Aspek yang ke empat ini dikategorikan 

menjadi tiga (dasar, sukunder, tersier) Sementara itu, kebutuhan dasar 

masyarakat berdasarkan dari kondisi sosial di desa Bragung tidak dapat 

dipenuhi dengan maksimal, karena atribut-atribut pendukung untuk 

mengembangkan sistem yang dapat mendukung masyarakat untuk dapat 

berkembang di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya tidak berjalanan 

dengan baik dan seimbang, sekali lagi karena kerasnya politik, seperti 

misalnya pembangunan irigasi yang tidak merata atau tidak dilihat 

berdasarkan kebutuhan secara objektif oleh pemerintah desa, mendorong 

masyarakat untuk mengambil jalan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mereka yaitu dengan cara bekerja ke daerah atau kota lain bahkan hingga ke 

luar negeri, kenyataan ini hampir menjadi sebuah budaya di desa Bragung. 

Langkah untuk menjadi buruh migran yang dilakukan oleh masyarakat 

Bragung untuk menjadi buruh memang terbilang cukup berani, akan tetapi 

pada sisi yang sama, kebutuhan fisiologis atau kebutuhan dasar sangat 

berkaitan dengan kelangsungan hidup, dan harus dipenuhi bagaimanapun 

caranya.  
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Jika dibreakdown lebih jauh, problematika sosial yang dialami oleh 

masyarakat desa Bragung dalam soal kesejahteraan merupakan dampak 

eksklusi sosial yang selalu terjadi secara intens meskipun cenderung berubah-

ubah. Sementara eksklusi sosial itu sendiri merupakan „buntut‟ panjang atau 

implikasi dari ketimpangan relasi kuasa yang telah berurat-berakar di dalam 

dinamika politik desa Bragung. Birokrasi desa tidak lagi tampil sebagai 

wujud hadirnya sebuah negara demokratis, yaitu timbul kerena kebutuhan 

orang-orang, karena tidak ada satu pun manusia yang dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, mereka memerlukan semua orang untuk memenuhi 

kebutuhannya itu. Sementara pemerintahan birokatis desa atau dinamika 

politik yang digerakkan oleh para elit lokal desa Bragung, bukan politik 

dalam arti yang sebenarya, sebagai kebijaksaan memimpin orang-orang 

merdeka untuk mencapai kesejahteraan mereka yang lengkap. 

Oleh sebab itulah dalam telaah yang dilakukan oleh Pierson, melalui 

proses inilah individu atau kelompok masyarakat mengalami eksklusi sosial 

yaitu, untuk beberapa periode waktu kehidupan, mereka terputus dari 

layanan, jejaring sosial, dan peluang berkembang yang sebenarnya dinikmati 

sebagian besar masyarakat. Sebagaimana yang dialami oleh masyarakat desa 

Bragung yang mengalami keterputusan dari layanan birokrasi desa tumbuh-

berkembang dalam setiap rezim mulai dari level Mikro atau pelayanan yang 

bersifat individu, Mezzo layanan yang bersifat kelompok seperti halnya 

dusun, dan pelayanan-pelayanan Makro yang mencakup masyarakat luas. 
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Jadi Konsep eksklusi sosial ini tentu sangat berlaku untuk 

mendeskripsikan kondisi masyarakat Bragung, dimana ada kelompok-

kelompok masyarakat yang tidak bisa ikut dalam ritual sosial pada umumnya 

karena politik relasi kuasa yang berjalan dengan sangat ketat. 

Eksklusi sosial yang terjadi di dalam masyarakat Bragung dengan 

demikian, mewujud menjadi sebuah ancaman nyata bagi kesejahteraan dan 

perkembangan masyarakat desa Bragung secara umum. Politik sejauh ini, 

ditemukan sebagai sumber paling besar yang mendorong terciptanya eksklusi 

sosial yang terus terjadi dalam setiap rezim kuasa di desa Bragung. 

Ketimpangan relasi kuasa dalam proses dan dinamika politik di dalam 

perjalanan masyarakat Bragung ini dapat disimpulkan melahirkan beberapa 

bentuk eksklusi sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang 

diuraikan oleh Rodgers, di antaranya adalah: 

1. Eksklusi dari Barang dan Jasa 

Sejauh ini potret tentang kemiskinan mafhum dilihat dari kondisi 

tinggi dan rendahnya konsumsi suatu masyarakat, serta diukur dari 

kemampuannya mengakses suatu barang dan jasa termasuk yang 

disediakan oleh layana-layanan publik, seperti halnya pelayanan desa. 

Jadi eksklusi dalam konteks ini memiliki gambaran rendahnya konsumsi 

suatu masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat desa Bragung, secara 

sederhana memang konsekuensi dari rendahnya daya beli, tetapi jika 

dilihat lebih jauh, untuk menemukan budaya eksklusi yang terjadi mesti 

dilihat dari akar penyebabnya. Penyebab masyarakat Bragung tereksklusi 
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dari barang dan jasa seperti pelayanan desa, adalah faktor-faktor lokasi 

yang merujuk pada wilayah-wilayah politik. Pelayanan dengan mudah 

tersedia bagi orang-orang yang mengetahui atau yang punya koneksi 

(politik) untuk dapat mengaksesnya. Seperti FTH, AD, TJ, dan MFK 

adalah mereka yang tidak memiliki koneksi politik dengan satu rezim 

yang memimpin pada saat itu, sehingga mereka tidak mendapatkan akses 

untuk mengambil haknya untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah 

desa. 

 

2. Eksklusi dari lahan 

Eksklusi dari lahan yang dialami oleh masyarakat desa Bragung 

berbeda dengan eksklusi dari lahan yang dimaksud oleh Rodgers. 

Eksklusi dari lahan yang dimaksud Rodgers adalah, menurunnya lahan 

produktif yang tersedia bagi sejumlah besar penduduk perdesaan, baik 

karena menurunnya kesuburan atau karena kepemilikan lahan berpindah 

ke tangan sejumlah kecil individu atau perusahaan. Akan tetapi eksklusi 

dari lahan yang dialami oleh masyarakat desa Bragung dalam konteks 

yang lebih sempit yaitu, eksklusi terhadap masyarakat untuk dapat 

mengelola tana Catoh atau tanah kas desa, dimana tanah kas desa selama 

ini hanya dikelola oleh sebagian masyarakat saja yang dianggap sebagai 

patron politik yang paling loyal oleh Klebun, khususnya para Apel. Tanah 

kas desa tidak diorinetasikan untuk membantu masyarakat yang kurang 
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mampu dan tidak mempunyai cukup lahan untuk bertani, atau tidak 

dijadikan sebagai upaya untuk membangun desa oleh klebun. 

3. Eksklusi dari rasa aman 

Kemanan pada dasarnya memiliki beberapa dimensi yaitu, 

keamanan yang berkontasi pada keselamatan atau keamanan yang 

menyangkut fisik, dan keamanan dari lingkungan sosial. Kemudian 

keamanan yang berkaitan dengan keberlanjutan hidup, yakni resiko-

resiko akan kehilangan harta benda, seperti halnya binatang ternak, motor 

atau bahkan tanah. Ekskulsi ini juga terjadi di dalam dinamika sosial 

masyarakat Bragung, dan lagi-lagi politik adalah sumber utama yang 

menyebabkannya. Politik pengelolaan keamanan yang digerakkan oleh 

para elit lokal dengan memainkan peranan blater, menjadikan keamanan 

sebagai barometer kesejahteraan masyarakat desa Bragung, seperti yang 

dikatan oleh WR di atas bahwa: 

 “Sapa beih se tettih klebun se penting nyaman tedung” (Siapa saja 

yang menjadi klebun yang penting tidur nyenyak).  

 

Kondisi ini tentu menjadi representasi kecil bahwa pada dasarnya 

ada eksklusi dari rasa aman yang sering terjadi di dalam masyarakat desa 

Bragung dalam setiap rezim. 

4. Eksklusi dari hak asasi 

Bukti bahwa konsep eksklusi sosial konsep yang 

multidimensional adalah, ia tidak hanya terbatas pada wilayah-wilayah 

kesejahteraan, tetapi juga pada ranah hak asasi. Hak asasi yang dimaksud 
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adalah berupa kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, 

mendapatkan hak untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain 

sebagianya. 

Akan tetapi pada kenyataanya, hak asasi yang dimiliki oleh 

masyarakat desa Bragung dilipat oleh para penguasa yang memimpin, 

hak asasi akan akan didapatkan oleh masyarakat sejauh ia adalah 

golongan rezim kuasa itu sendiri. Beberapa dusun dalam setiap rezim 

akan yang tereksklusi dan terlempar haknya, kemudian dalam ranah 

makro banyak masyarkat yang tidak mendapatkan haknya, contohnya 

adalah AGW yang ditutup haknya untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan pada rezim Hember. Kemudian hak untuk terlibat dalam 

birokrasi desa juga menjadi terhapuskan karena perbedaan relasi kuasa. 

Masyarakat desa Bragung tidak bisa menyampaikan aspirasi dan 

pendapatnya atau bahkan ingin menjadi bagian dari fungsionalis desa 

apabila tidak berdiri di garis politik yang sama dengan klebun, karena 

semua fungsionalis desa ditentukan secara subjektif oleh klebun 

berdasarkan kedekatan politik, bukan dengan cara demokratis dan penuh 

transparansi dengan menekankan pada kualitas dan kapabilitas aktor 

seperti penentuan apel atau kepala dusun misalnya semua diatur 

berdasarkan transaksi politik. 

Kenyataan ini bukan rahasia di desa Bragung, masyarakat tahu 

dan sadar bahwa mereka eksklusi sosial yang dilakuka oleh rezim kuasa 

akan terus terjadi. Bahkan kondisi ini juga sangat dipahami oleh semua 
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elit desa seperti Kyai, yang dianggap sebagai aktor yang bisa menentukan 

dinamika sosial, dan merupakan aktor yang dipercaya oleh masyarakat 

untuk memberikan solusi dari segala bentuk masalah sosial, tidak bisa 

berbuat banyak bahkan cenderung terlibat dalam sebuah peminggiran dan 

eksklusi sosial yang terjadi dalam setiap rezim kuasa di desa Bragung, 

karena kyai oleh para elit politik desa dijadikan sebagai konsolidator 

politiknya, yang membuat para kyai juga akan terlibat dalam peta 

persaingan politik desa. 

 

 


